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ABSTRAK 

Bintang, Muhammad Alif 2025. Analisis Putusan Hakim Perkara Nomor 

875/Pdt.G/2024/Pa.Kla di Pengadilan Agama Kalianda Tentang Pemenuhan 

Hak-Hak Istri Pasca Perceraian. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas 

Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung. Pembimbing: 

Nawa Angkasa, S.H, M.A   

Kata Kunci/Keywords: Analisis Putusan Hakim, Hak nafkah Istri Pasca 

Perceraian, Cerai Talak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam 

memutuskan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian pada Putusan Nomor 

875/Pdt.G/2024/PA.Kla di Pengadilan Agama Kalianda. Fokus penelitian 

diarahkan pada bagaimana majelis hakim menggunakan dasar hukum serta 

pertimbangan yuridis dalam mengabulkan hak-hak istri setelah terjadinya 

perceraian.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim 

dalam memutuskan hak-hak istri pasca perceraian dalam Putusan No. 

875/Pdt.G/2024/PA.Kla? 

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung 

dengan pendekatan empiris, melalui studi terhadap putusan pengadilan, peraturan 

perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta fakta-fakta persidangan 

yang relevan.  

Hasil penelitian dari Putusan No. 875/Pdt.G/2024/PA.Kla menunjukkan bahwa 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda telah mendasarkan putusannya pada 

landasan yuridis yang kuat dan komprehensif, dengan mengacu pada Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 

khususnya Pasal 149 KHI, serta memperkuatnya melalui penerapan kewenangan 

ex officio hakim. Dalam putusannya, hakim secara aktif mengabulkan tuntutan 

nafkah iddah, mut’ah, nafkah madhiyah, dan nafkah anak dengan 

mempertimbangkan fakta persidangan, lamanya perkawinan, kondisi istri dan 

anak, serta tanggung jawab suami. Pertimbangan hakim dalam perkara ini 

mencerminkan pendekatan responsif gender dan perlindungan terhadap 

perempuan sebagai pihak yang rentan pasca perceraian, dengan menitikberatkan 

pada prinsip kemaslahatan, keseimbangan hak dan kewajiban (tanasub al-huquq), 

serta pencegahan kemudaratan (adam al-dharar). Dengan demikian, putusan ini 

tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan upaya 

penegakan keadilan substantif serta fungsi Pengadilan Agama sebagai lembaga 

yang menjamin perlindungan hak-hak istri dan anak pasca perceraian.  
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MOTTO 

 

وَدَّةً وَّ  ا اِليَْهَا وَجَعَلَ بيَْنكَُمْ مَّ نْ انَْفسُِكُمْ ازَْوَاجًا ل ِتسَْكُنوُْٖٓ ٖٓ انَْ خَلقََ لكَُمْ م ِ رَحْمَةً ۗاِنَّ  وَمِنْ اٰيٰتِه 

يٰتٍ ل ِقوَْمٍ يَّتفَكََّرُوْنَ فِيْ   ذٰلِكَ لََٰ

 

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu 

merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta 

dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. 

Ar-Rum:21) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan, dan manusia 

memiliki kebebasan untuk menikah. Orang-orang yang memutuskan untuk 

menikah pasti menginginkan kehidupan perkawinan yang indah, harmonis, 

dan dirahmati oleh Allah Subhana Wa Ta'ala. “Perkawinan ialah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa,” seperti dalam UU Perkawinan tahun 1974. Lalu 

tujuan perkawinan juga tertulis dalam al-Qur’an yang artinya, “Dan di antara 

tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan 

untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang” (Q.S Ar-

Rum: 21) 

Akan tetapi tidak setiap pernikahan sesuai dengan tujuan yang ada. 

Semua orang tentu mengetahui, perceraian adalah fenomena sosial yang 

terjadi di seluruh negara dan khususnya di Indonesia. Faktanya, perceraian 

hanya memiliki efek negatif. Sejalan dengan itu, dampak negatif dari 

perceraian tidak hanya berdampak pada kedua pasangan suami dan istri saja, 

tetapi berdampak pada keluarga dan anak1 bahkan masyarakat secara luas. 

Sebagian besar masyarakat yang memiliki norma dan nilai kekeluargaan yang 

 
1  MY.  M. Yusuf, “Da mpa k Perceraian Orang Tua Terhadap Ana k,” Jurnal Al-Bayan 20, no. 

1 (2014): Hal 41. 
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kuat dan percaya bahwa pernikahan adalah ikatan sakral melihat perceraian 

sebagai hal yang memalukan, tabu, atau bahkan aib.  

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi perceraian di Indonesia 

adalah tentang keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini tidaklah sejalan 

dengan tujuan pernikahan, seperti pada Firman Allah yang berbunyi: 

بيَنَْكُمْ  وجََعَلَ  الََِهَْا  ل تَِسْكُنُوْٖٓا  ازَْوَاجًا  انَْفُسِكُمْ  ِنْ  م  لَكُمْ  خَلَقَ  انَْ  ايٰتٰهِ ٖٓ  وَمِنْ 
رُوْنَ  تَفَكَّ رحََْْةًۗ انَِّ فِِْ ذلٰكَِ لََيٰتٍٰ ل قَِوْمٍ يَّ ةً وَّ وَدَّ   (21) مَّ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu 

sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di 

antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) 

bagi kaum yang berpikir.”2 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa salah satu dari tanda-tanda kekuasaan 

Allah Ta’ala adalah kehidupan bersama antara kedua pasangan laki-laki dan 

perempuan dalam bingkai perkawinan. Selanjutnya adanya perkawinan 

tentunya didasari oleh perasaan. Dengan demikian perkawinan akan berjalan 

baik apabila keduanya saling menghargai dan saling mecintai. Atas dasar 

kesalingan antar keduanya pula akan menciptakan keluarga yang harmonis 

juga. Semuanya itu ialah menjadi bekal yang paling penting dalam berjalannya 

rumah tangga.3 Selain diatur pada al-Qur’an surat ar-Rum, tujuan perkawinan 

juga diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan tahun 1974.4  

 
2 RI Departe men Aga ma, Al-Qur′an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Dise mpurna kan) Jilid VII 

(Juz19-21), Departe men Aga ma RI, hal 477. https://pusta kalajnah. ke menag.go.id/detail/85. 
3 Prasetyawati. E., “Penafsiran Ayat-Ayat  Keluarga Sa kinah,  Mawaddah, Wa Rah mah 

Dala m Tafsir Al  Misbah Dan Ibnu  Katsir,” Nizha m 5, no. 2 (2017): 139. 
4  Moh. Faizur Roh man, “I mpli kasi Putusan  Mah ka mah  Konstitusi No mor 

69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Per kawinan Terhadap Tujuan Per kawinan,” Al-Daulah: 
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Ketidakharmonisan dalam rumah tangga sering dipicu oleh berbagai 

faktor, salah satunya adalah masalah ekonomi5, di mana ketidakstabilan 

finansial dapat menimbulkan tekanan yang menguji keharmonisan pasangan 

hingga berujung perceraian. Selain itu, perbedaan pendapat yang terjadi terus-

menerus juga menjadi penyebab umum retaknya hubungan dalam keluarga.6 

Faktor lain yang turut memperburuk keadaan adalah perjudian7, karena 

aktivitas ini tidak hanya menimbulkan tekanan emosional dan finansial, tetapi 

juga dapat menimbulkan kecanduan, menambah beban ekonomi, serta 

menurunkan kepercayaan antara suami dan istri. 

Setelah membahas faktor-faktor perceraian sebagai akhir dari ikatan 

pernikahan, penting untuk menyoroti pemenuhan hak-hak istri pasca 

perceraian, khususnya dalam perkara cerai talak yang diajukan suami. 

Perceraian tidak hanya memutus ikatan perkawinan secara hukum, tetapi juga 

membawa implikasi terhadap pemenuhan hak-hak istri, seperti nafkah iddah, 

nafkah mut’ah, nafkah madhiyah, hingga nafkah hadhanah sebagaimana 

diatur dalam Pasal 149 KHI.8 Pemenuhan hak-hak ini bertujuan untuk 

menjamin keadilan serta keberlangsungan hidup istri pasca perceraian, 

 
Jurnal Hu ku m Dan Perundangan Isla m 7, no. 1 (2017): hal.8. 

https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.1-27. 
5 Husin Anang Kabalmay, “Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi 

Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon),” Tahkim XI, no. 1 (2015): 47–67. 
6 Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam 

Perkawinan,” Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik 2, no. 2 (2014): 141–50, 

http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma. 
7 Dara Khoerunisa et al., “Judi Online Sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian 

Di Kabupaten Bekasi,” Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora 2, no. 2 (2024): 63–70, 

http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura. 
8 Perlindungan Hukum and Hak-hak Istri Pasca, “Journal of Philosophy,” Mind XXXVI, no. 

143 (1927): 388–90, https://doi.org/10.1093/mind/xxxvi.143.388. 
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sehingga perceraian tidak menjadi bentuk ketidakadilan bagi pihak 

perempuan. 

Salah satu kasus yang relevan untuk diteliti adalah Putusan Nomor 

875/Pdt.G/2024/PA.Kla di Pengadilan Agama Kalianda. Perkara ini 

merupakan cerai talak yang diajukan oleh suami (Gatot Warito) terhadap 

istrinya (Siti Rusiah) setelah 17 tahun menikah dan dikaruniai tiga orang anak. 

Dalam proses persidangan, terungkap bahwa perceraian dipicu oleh adanya 

dugaan perselingkuhan suami dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, 

sebagaimana disampaikan oleh Termohon dalam jawaban dan bukti-buktinya. 

Menariknya, dalam kasus ini, Termohon mengajukan rekonvensi 

dengan menuntut sejumlah hak yang menjadi hak istri pasca perceraian9, 

yaitu: 

1. Nafkah lampau selama 26 bulan sebesar Rp52.000.000 

2. Nafkah iddah sebesar Rp6.000.000 

3. Nafkah mut’ah berupa kalung emas 10 g 24 k 

4. Nafkah anak sebesar Rp4.000.000 per bulan hingga anak-anak mandiri. 

Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan seluruh tuntutan 

rekonvensi tersebut, meskipun Pemohon menyatakan keberatan dengan alasan 

kondisi ekonomi sebagai buruh tani. Hal ini menunjukkan keberanian hakim 

dalam menegakkan hak-hak istri dan anak-anak, walaupun pihak suami 

berupaya mengelak dari tanggung jawab tersebut. 

 
9 Salinan Putusan 875Pdt.G2024Pa. Kla 
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Putusan ini menjadi contoh konkret bagaimana Pengadilan Agama 

menjalankan fungsi perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian, dan 

menjadi dasar penting untuk dianalisis lebih dalam dari aspek pertimbangan 

yuridis, keadilan substansial, serta penerapan norma dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI). 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara 

kritis putusan hakim dalam perkara tersebut, khususnya sejauh mana hakim 

mempertimbangkan hak-hak istri dan dasar hukum yang digunakan.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang 

menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana Analisa 

peneliti terhadap hasil putusan di Pengadilan Agama Kalianda tentang Hak-

hak Istri Pasca Perceraian. Pokok masalah tersebut dalam hal ini dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan tuntutan 

nafkah iddah, mut’ah, nafkah madhiyah, dan nafkah anak? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak-hak istri pasca 

perceraian dalam Putusan No. 875/Pdt.G/2024/PA.Kla? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a) Menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam 

perkara No. 875/Pdt.G/2024/PA.Kla terkait hak-hak istri pasca 

perceraian. 
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b) Mengidentifikasi norma hukum Islam dan hukum nasional yang 

menjadi dasar pemberian hak-hak tersebut. 

2. Manfaat Penelitian 

a) Secara Teoritis 

Dari penulisan serta penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan gambaran teoritis mengenai kontribusi terhadap 

pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai 

hak-hak perempuan pasca perceraian dalam praktik peradilan. 

b) Secara Praktis 

Dari penulisan serta penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum, hakim, dan masyarakat 

dalam memahami pentingnya keadilan gender dalam penanganan 

perkara perceraian. 

c) Secara Akademis 

Dari penulisan serta penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan 

akademisi yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai implementasi 

hukum perlindungan perempuan di Pengadilan Agama. 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan adalah hasil penelitian yang berisi terkait penelitian 

yang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh orang lain, baik dalam bentuk 

buku, skripsi, maupun jurnal. Hal ini diperlukan guna membuktikan 

originalitas dari penelitian ini, peneliti perlu untuk melakukan penelitian 



7 
 

 
 

terdahulu yang relevan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan 

yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya 

penelitian-penelitian tersebut sebagai berikut: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Hendri Renaldi yang berjudul “Perlindungan Hak-

Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam 

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru)”. Penelitian ini berfokus 

pada implementasi Pasal 149 KHI dalam melindungi hak-hak istri pasca 

perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, termasuk hak atas mut’ah, 

nafkah iddah, dan hadhana. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam 

memustuskan kasus perceraian khususnya cerai thalak hakim di Pengadilan 

Agama Pekanbaru ada yang memutuskan dengan Verstek dan dengan 

putusan Deklatoir, kemudian putusan Pengadilan Agama Pekanbaru secara 

garis besar terbagi pada dua kategori yakni ada Putusan Pengadilan Agama 

Pekanbaru tersebut yang melindungi hak-hak mantan istri diantaranya hak 

nafkah, mut’ah, mahar dan hadhanah seperti yang diamanatkan dalam pasal 

149 KHI dan ada yang belum melindungi hak-hak istri sesuai dengan pasal 

149 KHI.10 

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun persamaan 

penelitian ini sama-sama membahas terkait hak-hak istri pasca perceraian. 

Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak istri mencakup berbagai hal, 

 
10 S kripsi Hendri Rinaldi, “Perlindungan Ha k-Ha k Istri Pasca Perceraian  Menurut Pasal 

149  Ko mpilasi Hu ku m Isla m,” 2013. 



8 
 

 
 

seperti hak atas nafkah iddah, mut’ah, pemenuhan hak asuh anak (jika 

ada), serta pembagian harta bersama. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Avi Shenna Zarqun Az-Zirnikh yang berjudul 

“Analisis Perlindungan dan Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Gugat 

Melalui Hak Ex Officio Hakim”. Penelitian ini berfokus pada hak-hak istri 

pasca perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Nomo, yang 

sedikit berbeda dengan penelitian ini adalah hak istri yang seharusnya 

didapatkan dari jenis cerai thalak namun pada studi kasus ini justru jenis 

gugatan yang terjadi adalah cerai gugat. Terjadinya kewajiban pemenuhan 

hak-hak istri dikarenakan dalam pertimbangan hakim, hakim 

mempertimbangkan adanya pertimbangan hukum karena telah menganiaya 

penggugat (istri), karenanya istri berhak mendapatkan hak atas mut’ah, 

nafkah iddah, dan hadhana.  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 

pertimbangan hukum sebagaimana yang terdapat pada fakta persidangan 

bahwa tergugat telah berbuat aniaya kepada penggugat selama masa 

perkawinan sehingga tergugat dihukumi untuk membayar nafkaf iddah 

dan mutah sesuai kemampuan ekonomi tergugat. Putusan Pengadilan 

Agama Kabupaten Pacitan nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct ini hak ex officio 

telah terimplementasi guna melindungi dan memenuhi hak istri pasca cerai 

gugat, serta telah terimplikasi karena suami telah terhukum untuk 

membayar nafkah iddah dan mutah tersebut meski penggugat tidak 

mencantumkan mengenai kedua nafkah tersebut, serta dengan majelis 
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hakim menerapkan hak ex officio pada putusan ini maka hak-hak 

penggugat pasca cerai gugat tetap terlindungi dan terpenuhi  serta 

penggugat tetap menerima haknya yang berupa nafkah iddah dan mutah.11 

Berdasarkan penelitian diatas terdapat perbedaan dan persamaan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan dalam 

penelitiannya adalah tentang analisis terhadap hasil putusan hakim 

mengenai hak-hak istri pasca cerai seperti hak nafkah iddah dan mutah. 

Yang menjadi perbedaan adalah jenis percerian yang diteliti, dalam hal ini 

penelitian yang dilakukan oleh saya adalah jenis cerai thalak dan berbeda 

dengan peneliti Avi Shenna yang meneliti tentang jenis cerai gugat. 

3. Tesis yang ditulis oleh Fariz Al Hamidi yang berjudul “Hak-hak Mantan 

Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Keadilan Gender dan Penemuan 

Hukum”. Sejalan dengan penelitian di point sebelumnya penelitian ini 

berfokus pada hak-hak istri pasca cerai gugat, yang membedakan adalah 

putusan yang di tetapkan berdasarkan perspektif keadilan gender dan 

penemuan hukum.  

Hasil penelitian diatas disimpulkan bahwa Majelis Hakim 

mengambulkan gugatan penggugat (istri) untuk memperoleh nafkah iddah, 

mutah dan nafkah madhiyah, disebabkan penggugat dapat membuktikan di 

depan persidangan bahwa tergugat (suami) melakukan kebohongan, 

perselingkuhan, menikah tanpa izin penggugat dan tidak memberi nafkah 

kepada penggugat. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya 

 
11 S kripsi Avi Shenna Zarqun Az-Zirni kh,"Analisis perlindungan dan Pe menuhan Ha k Istri 

Pasca Cerai Gugat  melalui Ha k Ex Officio Ha ki m" 2024. 
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berdasarkan pasal 80 angka (4) huruf (a), pasal 149 huruf (a) dan (b), pasal 

158, pasal 159 KHI. Pasal tersebut ditujukan khusus pada cerai thalak, 

namun Majelis Hakim menggunakan pasal tersebut pada cerai gugat 

melalui penemuan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Majelis 

Hakim juga melakukan penemuan (ex officio) yang bertujuan untuk 

mewujudkan keadilan gender terhadap hak-hak istri pasca cerai gugat. 

Majelis Hakim yang menolak tuntutan penggugat disebabkan oleh 

penggugat dianggap nusyuz, penggugat tidak meminta dalam gugatan 

pertamanya mengenai nafkah dan penggugat tidak bisa membuktikan 

tuntutannya di persidangan.12 

Berdasarkan penelitian diatas terdapat perbedaan dan persamaan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan dalam 

penelitiannya adalah tentang analisis terhadap hasil putusan hakim 

mengenai hak-hak istri pasca cerai seperti hak nafkah iddah, mutah dan 

hak madhiyah. Yang menjadi perbedaan adalah jenis percerian yang 

diteliti, dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh saya adalah jenis 

cerai thalak dan berbeda dengan peneliti Fariz Al Hamidi yang meneliti 

tentang jenis cerai gugat. 

 

  

 
12 Tesis Fariz Al Ha midi, Ha k-Ha k  Mantan Istri Pasca Cerai Gugat Perspe ktif  Keadilan 

Gender Dan Pene muan Hu ku m, Tesis, 2022. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Teori Hukum  

1. Pengertian Hukum  

Kata "hukum" berasal dari beberapa bahasa, seperti "hukum" (bahasa 

Inggris), "recht" (bahasa Belanda), "loi" (bahasa Prancis), dan sebagainya. 

Hukum dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata Arab hakama-yahkumu-

hakman, yang berarti memilih.  

Hukum, secara lebih khusus, didefinisikan sebagai kumpulan atau 

himpunan aturan yang dibuat oleh pemerintah yang berkuasa atau yang 

berwenang secara resmi melalui lembaga, seperti intuisi hukum, untuk 

mengatur atau membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan sosial. 

Hukum juga bersifat memaksa dan memiliki tanggung jawab yang harus 

dipenuhi oleh masyarakat. Dengan demikian, hukum memainkan peran 

penting dalam menjalankan kekuasaan kelembagaan.13  

2. Tujuan Hukum 

Dalam ilmu hukum, tujuan hukum adalah hal utama (mendasar) dalam 

mengarahkan segala proses pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan 

hukum. Akibatnya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk 

mengontrol masyarakat tetapi juga sebagai alat untuk mencapai nilai-nilai 

keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. 

 
13  Meri Rudy Hidana, Nandang Ihwanudin, Irwan Hadi, Handayani,  Muchtar A H 

Labetubun Sla met Yuswanto, Sapto Her mawan, Diana Haiti, and Rospita Adelina Siregar Zuardin 

Arif, Anna Yuliana, Eti ka Profesi Dan Aspe k Hu ku m Bidang  Kesehatan, Journal of Che mical 

Infor mation and  Modeling, vol. 53, 2020. 
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Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga prinsip dasar yang 

berfungsi sebagai tujuan hukum. 

Adapun jenis-jenis ilmu hukum seperti hukum pidana/hukum publik 

yang mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat serta 

hanya diterapkan bilamana masyarakat itu benar-benar memerlukan. Lebih 

lanjut, hukum perdata keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik itu tertulis 

maupun tidak tertulis mengatur hubungan antara subyek hukum satu dengan 

yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan 

kemasyarakatan.14  

 

B. Teori Hukum Islam tentang Hak-hak Istri Pasca Perceraian  

Perceraian merupakan fenomena sosial yang sudah tidak asing lagi bagi 

yang mendengarnya. Pada kenyataannya perceraian tidaklah memberikan 

dampak yang positif melainkan dampak yang timbul dari fenomena perceraian 

ini ialah dampak negatif. Adapun pengertian perceraian sebagai berikut. 

1. Pengertian perceraian dalam Islam 

Perceraian dalam hukum Islam merupakan suatu hal yang diperbolehkan 

oleh agama Islam, tapi tidak dianjurkan kecuali dalam keadaan yang darurat. 

Secara terminologis, perceraian diambil dari Bahasa arab yaitu talaq yang 

berarti pelepasan ikatan pernikahan yang sah antara suami dan istri dengan 

lafaz tertentu dari seorang suami atau boleh melalui putusan hakim yang 

sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam Islam perceraian atau talaq 

merupakan perbuatan yang anggap halal akan tetapi paling dibenci oleh 

 
14 Yuhelson, “Bu ku Su mber Hu ku m Civil Law Dan Co m mon Law,” Eprints.Unra m.Ac.Id, 

2022. 
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Allah SWT15, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadist Riwayat Abu 

Daud yang artinya “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah 

talaq”.16 Dari hadist tersebut menunjukan bahwa walaupun perceraian 

diperbolehkan, akan tetapi perceraian tidaklah menjadi jalan utama yang 

harus ditempuh atau di ambil ketika terjadi konflik dalam keluarga.  

Sejalan dengan itu, al Qur’an juga mengatur tentang perceraian dalam 

beberapa ayat, seperti yang diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 yang 

bunyinya:  

 ٖۗ وۡ تسَِۡۡيحُُۢ بإِحِۡسَٰن 
َ
تاَنِِۖ فإَمِۡسَاكُُۢ بمَِعۡرُوفٍ أ لَقُٰ مَرَّ  ٢٢٩ .…ٱلطَّ

 

Artinya: “Tala k (yang dapat diruju k) itu dua  kali. (Setelah itu sua mi 

dapat)  menahan (ruju k) dengan cara yang patut atau 

 melepas kan ( mencerai kan) dengan bai k.”17 

 

Berdasar kan ayat diatas, ayat tersebut  menjadi dasar hu ku m  khulu’ 

dan peneri maan ‘iwaḍ. Lebih rinci  khulu’ yaitu ha k istri untu k bercerai 

dari sua minya dengan  me mbayar ‘iwaḍ (uang tebusan)  melalui 

pengadilan. Ayat tersebut juga  menunju kan bahwa Isla m  mene kan kan 

proses yang teratur serta beradab dala m perceraian, tanpa adanya tinda kan 

 ke kerasan  maupun penganiayaan. I ma m al-Ghazali  mengas kan bahwa 

perceraian seharusnya  menjadi pilihan tera khir setelah seluruh jalan 

re konsoliasi atau  mediasi di te mpuh.  Menurut  Ima m al-Ghazali,  menjaga 

 
15  Miftahul Jannah, “Tinjauan Hu ku m Isla m Dan Hu ku m Positif Terhadap Cerai Tanpa 

Putusan Pengadilan Aga ma,” ISTI‘DAL: Jurnal Studi Hu ku m Isla m VIII, no. 2 (2021): 188. 
16 Ah mad Hoyir, “Pendapat I ma m  Mâli k Bin Anas Tentang  Khulu‘ Dan Relevansinya 

Dengan Hu ku m Per kawinan Di Indonesia,” Asy-Syari’ah 16, no. 2 (2014): 160. 

https://doi.org/10.15575/as.v16i2.635. 
17 Departe men Aga ma, Al-Qur′an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Dise mpurna kan) Jilid I (Juz 

01-05). 
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 keutuhan  keluarga adalah bagian dari  maqasidul syariah guna  menjaga 

 keturunan (hifzul nasl). Oleh  karenanya, perceraian dala m isla m bu kan 

hanya persoalan hu ku m for mal saja, a kan tetapi ber kaitan dengan nilai-

nilai eti ka dan  moral serta tanggungjawab sosial dala m  menjaga stabilitas 

umat. 

 

2. Ha k-ha k Istri Pasca Perceraian  Menurut Hu ku m Isla m 

Perceraian sebagai jalan tera khir dala m penyelesaian  konfli k dala m 

ru mah tangga, tida k hanya terfo kus dala m impli kasi hu ku m status dala m 

hubungan sua mi dan istri saja, a kan tetapi  meni mbul kan  konse kuensi 

terhadap ha k dan  kewajiban yang  menyertainya. Selain diatur dala m pasal 

41 UU Per kawinan yang  mengatur tentang ha k-ha k istri pasca terjadi 

perceraian, hu ku m isla m juga  mengatur penyelesaian per kara perceraian 

dan ha k-ha k dan  kewajiban antara sua mi dan istri yang  menyertainya. 

Ha k-ha k ini tentu penting untu k di bahas  karena  menyang kut 

perlindungan terhadap  mantan istri yang  mengala mi  kerentanan sosial, 

ekono mi dan psikologis pasca perceraian. Oleh  karenanya,  kajian 

 mengenai pemenuhan ha k-ha k istri pasca perceraian tida k hanya relevan 

dala m bahasan hu ku m nor matif, tetapi juga  menyang kut tentang  keadilan 

substantif yang  menjadi pri mer dari hu ku m itu sendiri. Beri kut ha k-ha k 

istri pasca perceraian.18 

 

 

 
18 Oyo Sunaryo  Mu khlas and Usep Saepullah, “HA K-HA K PERE MPUAN PASCA 

PERCERAIAN DALA M HU KU M,” n.d., 70-77. 
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a. Naf kah Iddah 

 Kewajiban seorang sua mi pasca  mencerai kan istri ialah  me mberi 

naf kah iddah  kepada istri, hal ini  meruju k pada pasal 149  Ko mpilasi 

Hu ku m Isla m yang bunyinya bahwa a kibat putusnya per kawinan 

 karena tala k, dala m hal ini sua mi ber kewajiban me mberi kan naf kah 

berupa te mpat tinggal ( mas kan) dan pa kaian ( kiswah)  kepada  mantan 

istri yang dicerai kan sela ma  masa iddah,  kecuali  mantan istri dijatuhi 

tala k ba’in atau nusyuz. Sejalan dengan itu,  ketentuan pasal 149  KHI, 

berdasar kan  Keputusan  Ketua  Mah ka mah Agung Republi k Indonesia 

No mor:  K MA/032/S K/IV/2006,  mengatur tentang penetapan 

 kewajiban naf kah iddah terhadap sua mi dala m per kara cerai gugat 

juga.19 Lebih rinci per kara cerai tala k  maupun cerai gugat, Ha ki m 

Pengadilan Aga ma/  Mah ka mah Syar’iyah secara ex officio dapat 

 menetap kan  kewajiban naf kah iddah terhadap sua mi sela ma istri tida k 

terbu kti nusyuz. 

Dalam hukum Islam, seorang istri yang diceraikan suaminya,  maka 

wajib  menjalankan masa iddah walaupun dengan  keadaan apapun 

seperti ditinggal  mati, sedang ha mil atau tida k, sedang haid atau tida k. 

Hal ini diatur dala m al-Qur’an surat al-Thalaq : 

 
19  Mah ka mah Agung Republi k Indonesia, Surat  Keputusan No mor:  K MA/032/S K/IV/2006 

tentang Pe mberla kuan Bu ku I Pedo man Pela ksanaan Tugas dan Ad minitrasi Pengadilan, 

Ja karta, 2006. 
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اوُل   وَاِنْ كُنَّ   َّۗ
تُضَاۤرُّوْهُنَّ لتُِضَيِ قُوْا عَلَيْهِنَّ تُمْ مِ نْ وُّجْدكُِمْ وَلََ  تِ اَسْكِنُ وْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَن ْ

نَكُمْ حََْلٍ فاَنَْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَت    َّۚ وَأْتََِرُوْا بَ ي ْ
َّۚ فاَِنْ ارَْضَعْنَ لَكُمْ فاَ تُ وْهُنَّ اجُُوْرَهُنَّ

 يَضَعْنَ حََْلَهُنَّ
 ٓ  اخُْر ىَّۗ ٗ  بِعَْرُوْفٍَّۚ وَاِنْ تَ عَاسَرْتُُْ فَسَتُُْضِعُ لهَ

Artinya: “Te mpat kanlah  mere ka (para istri yang dicerai) di  mana 

 ka mu berte mpat tinggal  menurut  ke ma mpuan mu dan 

janganlah  ka mu  menyusah kan  mere ka untu k  menye mpit kan 

(hati)  mere ka. Ji ka  mere ka (para istri yang dicerai) itu 

sedang ha mil,  ma ka beri kanlah  kepada  mere ka naf kahnya 

sa mpai  mere ka  melahir kan,  ke mudian ji ka  mere ka 

 menyusu kan (ana k-ana k)- mu  ma ka beri kanlah i mbalannya 

 kepada  mere ka; dan  musyawarah kanlah di antara  ka mu 

(segala sesuatu) dengan bai k; dan ji ka  ka mu sa ma-sa ma 

 mene mui  kesulitan (dala m hal penyusuan),  ma ka pere mpuan 

lain boleh  menyusu kan (ana k itu) untu knya.” (Q.S at-

Thalaq:6)20 

 

Dari ayat diatas, Imam Mazhahib memiliki pendapat yang berbeda. 

Imam Hanafi berpendapat, istri yang dijatuhkan talak raj’i atau dijatuhi 

talak ba’in, mau istri itu dalam keadaan hamil atau tidak hamil maka 

berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah. 

Selanjutnya Imam Malik berpendapat, wanita yang ditalak tiga tidak 

boleh keluar dari rumahnya hingga halal atau selesai masa iddahnya, 

namun ia tidak mendapatkan nafkah, kecuali bila hamil ia mendapatkan 

nafkah hingga melahirkan. Sejalan dengan itu, Imam Syafi’I yang 

berpendapat bahwa setiap wanita yang tertalak yang suaminya memiliki 

rujuknya (talak raj’i) maka bagi wanita itu nafkah selama wanita itu 

beriddah dari suami. Dan setiap wanita yang ditalak yang suaminya 

tidak memiliki rujuk (talak ba’in), maka tidak ada nafkah baginya, 

 
20 Departe men Aga ma, Al-Qur′an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Dise mpurna kan) Jilid VII 

(Juz 28). 
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selama iddahnya dari laki-laki kecuali bila ia hamil, maka wajib bagi 

laki-laki memberikan nafkah kepadanya karena hamil.  

Berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal, apabila terjadi 

perpisahan karena talak ba’ín, maka perempuan tersebut tidak wajib 

diberi tempat tinggal dan nafkah dari mantan suaminya. Hal ini berlaku 

jika perempuan tidak hamil, namun jika dia dalam keadaan hamil maka 

dia berhak mendapatkan nafkah karena perpisahan disaat sedang hamil. 

Hal ini tentunya di dasarkan kepada hadis Fatimah binti Qais, dimana 

Fatimah tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari mantan 

suaminya, ketika tertalak ba’in.21 

 

b. Naf kah  Mutah 

Selanjutnya  kewajiban seorang sua mi pasca  mencerai kan istri selain 

 me mberi kan naf kah iddah ialah  me mberi kan naf kah  mutah. 

 Ketentuan yang  mengatur tentang adanya naf kah  mutah pasca 

perceraian telah diatur dala m hu ku m positif yang ada di Indonesia pada 

pasal 41 huruf (c) Undang-undang No mor 1 tahun 1974. Dala m pasal 

tersebut dijelas kan bahwa sua mi dapat terbeban kan suatu  kewajiban 

pasca perceraian. Lebih rinci,  kewajiban tersebut dijelas kan di  KHI 

pasal 149 pada poin (a), pada pasal tersebut dijelas kan bahwa apabila 

terjadi perceraian  karena tala k  mantan sua mi ber kewajiban untu k 

 me mberi kan naf kah  mutah yang laya k  kepada istri yang 

 
21 Riyan Erwin Hidayat, “Pendapat Imam Mazhab Tentang Hak Istri Pada Masa Iddah 

Talak Ba’in Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia,” Istinbath : 

Jurnal Hukum 15, no. 1 (2018): 145–56, https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1123. 
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dicerai kannya, bai k berupa pa kaian atau uang,  kecuali  mantan istri 

tersebut qobla du khul.22 Sejalan dengan itu,  mutah sendiri adalah 

bentu k pa kaian berupa harta yang diberi kan oleh sua mi  kepada istri 

yang dicerai kan dan gunanya untu k  menghibur hati  mantan istri serta 

untu k  menghapus rasa penderitaan yang di ala mi istri a kibat terjadinya 

perceraian. A kan tetapi, beberapa pendapat  menyata kan bahwa apabila 

yang  mengaju kan perceraian adalah istri atau biasa disebut dengan 

per kara cerai gugat,  ma ka naf kah  mutah tersebut dianggap tida k ada 

atau tida k dibeban kan  kepada  mantan sua mi.23 

c. Naf kah  Madhiyah  

 Kewajiban seorang  mantan sua mi pasca terjadinya perceraian ialah 

 me mberi kan naf kah  kepada ana knya. Diantara naf kah-naf kah yang 

harus diberi kan oleh  mantan sua mi  kepada  mantan istrinya yaitu 

naf kah  madhiyah. Naf kah  madhiyah   merupa kan naf kah la mpau yang 

belu m ditunai kan oleh sua mi  kepada istrinya sewa ktu masih teri kat 

dala m i katan per kawinan yang sah, dan  karenanya istri  mengaju kan 

gugatan  kepada sua minya  ke Pengadilan Aga ma dengan gugatan 

naf kah  madhiyah sela ma lebih dari 3 bulan secara berturut-turut 

 
22  Muha m mad Ridwan, “E kse kusi Putusan Pengadilan Aga ma Ter kait Naf kah Iddah, 

 Mut’ah,”Jurnal Us m Law Review 1, no. 2 (2018), h. 236. 
23 Riyan Ra mdani and Firda Nisa Syafitri, “Penentuan Besaran Naf kah  Madhiyah, Naf kah 

Iddah Dan  Mut’Ah Dala m Per kara Perceraian Di Pengadilan Aga ma,” ADLIYA: Jurnal Hu ku m 

Dan  Ke manusiaan 15, no. 1 (2021), h. 44. 
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sebagai mana yang telah tercantu m dala m pasal 116 huruf g  KHI 

(shigat ta kli k talaq).24 

Dala m isla m, dijelas kan bahwa seorang sua mi  me mili ki 

 kewajiban untu k  me mberi kan naf kah  kepada istri, serta  kewajiban 

naf kah yang diberi kan juga harus secara  ma’ruf atau sesuai dengan 

 kebai kan dan  ketentuan aga ma, tida k berlebihan dan juga tida k 

 ke kurangan. Selanjutnya  kewajiban  me mberi kan naf kah ini sudah 

diatur dala m fir man Allah al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 223 : 

 وَعََلَ المَْوْلوُدِْ لََٗ رزِقُْهُنَّ وَكسِْوَتُهُنَّ باِلمَْعْرُوْفِٖۗ لََ تكَُلَّفُ نَفْسٌ الََِّ وسُْعَهَا ۚ  
Artinya: “ Kewajiban ayah  menanggung  ma kan dan pa kaian  mere ka 

dengan cara yang patut. Seseorang tida k dibebani,  kecuali 

sesuai dengan  ke ma mpuannya.”25 

 

Selanjutnya  kewajiban ini a kan gugur apabila ana k telah  mandiri 

atau sudah  meni kah  mes kipun ana k belu m dewasa (baligh), a kan 

tetapi berbeda halnya apabila ana k sedang dala m  keadaan sa kit yang 

 menghalangi ana k untu k be kerja,  ma ka seorang ayah tetap 

ber kewajiban untu k  me mberi k naf kah  kepada ana k tersebut. 

Selanjutnya bagi ana k pere mpuan seorang ayah  ber kewajiban untu k 

 me mberi kan naf kah  kepadanya sa mpai ana k pere mpuan tersebut 

 ma mpu untu k  meni kah  ma ka  kewajiban ayah a kan gugur, berbeda 

halnya apabila ana k pere mpuan tersebut ditinggal oleh sua minya 

( meninggal) dan sua mi dari ana k pere mpuan tida k  meninggal kan harta 

 
24 Rach mi Sulistyarini. S.H.  M.H Sisca Hadi Velawati, Dr. Abdul Rach mad Budiono S.H., 

 M.H and Fa kultas, “Naf kah  Madliyah Dala m Per kara Perceraian,” Angewandte Che mie 

International Edition, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 10–27. 
25 Lajnah Pentashihan  Mushaf Al-Qur’an, Al-Qur′an Dan Tafsirnya Jilid I (Juz 1-3), 

Departe men Aga ma RI, 2011. 
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warisan yang cu kup  ma ka ayah  me mili ki  kewajiban  ke mbali untu k 

 me mberi naf kah  kepada ana k pere mpuan tersebut. 

d. Naf kah Hadhanah 

Dala m per kara perceraian, salah satu isu yang penting serta harus 

diputus kan oleh Pengadilan Aga ma adalah  mengenai ha k hadhanah 

atau ha k asuh ana k. Berdasar kan pasal 41 Undang-undang No mor 1 

tahun 1974 tentang per kawinan dan pasal 105  KHI, ana k yang belu m 

 mencapai u mur 12 tahun atau belu m  mu mayyiz pada u mu mnya a kan 

diasuh oleh ibunya26, a kan tetapi apabila terbu kti bahwa ibunya tida k 

laya k untu k  mengasuh ana k tersebut, seperti terbu kti  meninggal kan 

ana k,  me mili ki prila ku dan gaya hidup yang buru k atau tida k  ma mpu 

secara fisi k  maupun  mental untu k  mengasuh ana knya. Dala m hal ini 

ha ki m a kan  me mperti mbang kan berbagai aspe k, ter masu k  kondisi 

psi kologis ana k, hubungan e mosional antara ana k dengan orang 

tuanya, perti mbangan e kono mi orang tuanya dan  moral asuh orang 

tuanya guna  me masti kan  kepentingan terbai k bagi ana k.  

Dala m perspe ktif hu ku m Isla m, perceraian tida k serta- merta 

 menghapus  kewajiban orang tua terhadap ana knya. Selanjutnya setelah 

terjadinya perceraian, ha k hadhanah  menjadi hal penting untu k dijaga 

de mi  keberlangsungan tu mbuh dan  ke mbang ana k. Para ula ma 

sepa kat bahwa ha k hadhanah ana k yang  masih  kecil atau belu m 

 
26 Bintang Besari, “Penerapan Pasal 105  KHI Terhadap Ha k Asuh Ana k (Studi  Kasus di 

Pengadilan Aga ma Ponorogo)” (IAIN Ponorogo, 2019), hal. 6. 
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 mu mayyiz berada pada ibunya. Hal ini didasar kan pada hadist Nabi 

 Muha m mad SAW yang  menyata kan bahwa: 

ِ  رسَُولُ  لهََا  فَقَالَ  ُ  صَلَّّ  اللَّّ نتِْ :وسََلَّمَ  عَلَيهِْ  اللَّّ
َ
حَق   أ

َ
 أبو ( .تَنكِْحِ  لمَْ  مَا بهِِ أ

 )داود

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: “Eng kau lebih berha k terhadap 

ana k mu sela ma eng kau belu m  meni kah lagi” (HR. Abu 

Daud)27 

 

Na mun, apabila ibu  meni kah lagi atau dianggap lalai dala m 

 menjalan kan  kewajibannya untu k  mengasuh,  ma ka ha k asuh ana k 

dapat berpindah  kepada ayahnya atau  keluarga de kat lain yang lebih 

laya k, hal ini didasari dengan  maslahah ana k, sehingga dala m 

 me mutus kan ha k hadhanah bersifat fle ksibel dan  konte kstual. 

Selanjutnya, dala m pra kti k di Pengadilan Aga ma, ha k hadhanah 

dala m  kasus perceraian diputus kan secara  kasuisti k. Artinya,  majelis 

ha ki m a kan  menilai secara  menyeluruh  kondisi  masing- masing orang 

tua, bu kti yang diaju kan, serta re ko mendasi dari piha k-piha k ter kait 

seperti sa ksi atau psi kolog ana k bila diperlu kan. Ji ka ana k telah 

 mencapai usia  mu mayyiz,  ma ka pengadilan juga dapat  me minta 

pendapat ana k untu k  me milih tinggal bersa ma ayah atau ibunya.28 

Tujuan uta ma dari penetapan ha k hadhanah ini untu k  me masti kan 

bahwa ana k tetap  me mperoleh  kasih sayang, pendidi kan, 

 
27  Menurut  Mazhab et al., Jurnal Bidang Hu ku m Isla m, "Ha k dan Batas  Masa Hadhanah 

Pasca Perceraian  Menurut  Mazhab Syafi'i dan  Mazhab Hanbali", (2021), hal. 527. 
28 R B  Mustaring, “Analisis Putusan Ha ki m Terhadap Gugatan Ha k Asuh Ana k Di 

Pengadilan Aga ma  Manado Perspe ktif Perlindungan Ha k Ana k,” I’tisha m: Journal of Isla mic 

Law and …, no. 258 (2023): hal. 89. 
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perlindungan, dan  kebutuhan hidup secara laya k,  mes kipun  kedua 

orang tuanya tida k lagi bersa ma. 

 

C. Teori Perlindungan Ha k Asasi  Manusia 

Dala m kehidupan ber keluarga, pere mpuan tida k hanya  menjalan kan peran 

sebagai istri dan ibu saja,  melain kan juga sebagai subye k hu ku m yang 

 me mili ki ha k-ha k asasi yang harus diperhati kan, dija min serta dilindungi. 

A kan tetapi dala m pra kti knya, ha k-ha k pere mpuan sering  kali terpinggir kan, 

bai k secara sosial  maupun hu ku m,  khususnya dala m  konte ks perni kahan. 

 Keti mpangan relasi gender, le mahnya  kesadaran hu ku m dan do minasi budaya 

patriar ki sering kali  me mbuat pere mpuan berada dala m posisi yang rentan, 

ter khusus  keti ka terjadinya perceraian.  Ma ka dari itu, penting untu k  meninjau 

bagai mana syste m hu ku m dan  merespon  kebutuhan perlindungan terhadap 

pere mpuan. Pe mbahasan ini a kan di awali dengan  mengurai  konsep dasar ha k 

asasi  manusia, yang  menjadi landasan filosofis dan yuridis dala m  menja min 

 kesetaraan serta perlindungan ha k pere mpuan  khususnya dala m ranah 

per kawinan. 

1.  Konsep Dasar Ha k Asasi  Manusia 

Ha k Asasi  Manusia (HA M)  merupa kan seperang kat ha k yang 

 mele kat pada setiap individu, yang tida k dapat dicabut oleh siapapun dan 

berla ku secara universal tanpa  me mandang jenis  kela min, ras, aga ma 

serta status sosial.  Konsep ini secara funda mental bera kar pada pandangan 

bahwa setiap  manusia  me mili ki  martabat dan  me mili ki nilai yang sa ma, 

sehingga berha k untu k hidup, ber ke mbang serta  me mperoleh 
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perlindungan dan  keadilan. Se ma kin ber ke mbangnya za man, ha k asasi 

 manusia tida k hanya  menca kup  kebebasan sipil dan politi k saja, 

 melain kan  menca kup e kono mi, sosial dan budaya. 

Secara historis, sejarah tentang ha k asasi  manusia  mulai terlihat seja k 

era Pencerahan di Eropa, lalu diru mus kan secara lebih siste matis dala m 

Declaration of the Right of  Man and of the Citizen pada tahun 1789 di 

Perancis serta Bill of Rights di A meri ka Seri kat. Selanjutnya, setelah 

teragedi  ke manusiaan yang terjadi dala m Perang Dunia II29,  ko munitas 

internasional se ma kin  menyadari urgensi perlindungan HA M secara 

global. Tentunya hal ini diwujud kan  melalui pe mbentu kan PBB dan di 

adopsinya Universal Declaration of Hu man Rights (UDHR) pada tahun 

1948, hal ini  menjadi tongga k uta ma dala m ber ke mbangnya hu ku m 

HA M Internasional. 

Dalam konte ks yuridis, ha k asasi  manusia tida k hanya bersifat 

de klaratif,  melain kan juga  menjadi bagian integral dari syste m hu ku m 

nasional. Sejalan dengan itu, di Indonesia sendiri penga kuan terhadap 

HA M secara tegas tercantu m dala m UUD 1945,  khususnya pada pasal 

28A sa mpai 28J, serta diper kuat  melalui UU No mor 39 tahun 1999 

tentang Ha k Asasi  Manusia. Lebih rinci, undang-undang ini 

 mendefinisi kan HA M sebagai seperang kat ha k yang  mele kat pada 

ha ki kat dan  keberadaan  manusia sebagai  mahlu k Tuhan yang wajib 

dihor mati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hu ku m, 

 
29 Yahya Ah mad Zein, “ KONSEP HA K ASASI  MANUSIA DALA M ISLA M 

( Mengung kap  Korelasi Antara Isla m Dengan HA M),” Veritas et Justitia 1, no. 1 (2015): h. 95. 
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pe merintah dan setiap orang de mi  kehor matan serta perlindungan har kat 

dan  martabat  manusia.30 

Penerapan  konsep HA M harus  me mperti mbang kan di mensi  keadilan 

dan  kesetaraan. Dala m hal ini,  kelo mpo k- kelo mpo k rentan seperti 

pere mpuan31, ana k-ana k32 bah kan penyandang disabilitas sering  kali 

 menjadi fo kus uta ma dala m peru musan dan pela ksanaan  kebija kan 

HA M. Oleh  karenanya, pe mbahasan tentang perlindungan ha k pere mpuan 

dala m perni kahan  menjadi relevan,  karena pere mpuan dinilai  kerap 

 menghadapi dis kri minasi dan  ketida kadilan dala m stru ktur sosial dan 

hu ku m, ter masu k dala m ranah ru mah tangga. 

 

D. Teori Responsif Gender 

Responsif Gender merupakan kerangka analisis yang berfokus pada 

pentingnya kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam 

berbagai dimensi kehidupan sosial, ekonomi, maupun hukum. Hal ini muncul 

sebagai respons terhadap kondisi ketidakadilan yang sering dialami perempuan 

akibat konstruksi sosial yang sudah lama, sehingga menjadi fenomena yang 

common. Persepsi   yang   seolah-olah mengendap di alam bawah sadar bahwa 

jika seseorang memiliki  atribut  biologis  seperti  penis  (laki-laki)  dan  vagina 

(perempuan) maka hal itu secara otomatis menjadi atribut gender yang  

 
30 Yefta Da mar Galih At maja, Tri  Mulyani, and A mri Panahatan Sihotang, “Analisis 

Yuridis  Mengenai Ha k  Mengeluar kan Pendapat Dala m Perspe ktif Ha m,” Se marang Law Review 

(SLR) 1, no. 1 (2022): 133-134. 
31 Arip A mbulan Panjaitan and Charlyna S. Purba, “TANTANGAN YANG DIHADAPI 

PERE MPUAN DI INDONESIA:  Meretas  Ketida kadilan Gender,” Jurnal Hu ku m  Media Bha kti 

2, no. 1 (2020): 70–95. 
32 Cundu k Wasiati, “Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Ana k Sebagai Suatu 

Bentu k Perlindungan Ha k Asasi  Manusia,” Widya Pranata Hu ku m : Jurnal  Kajian Dan 

Penelitian Hu ku m 3, no. 1 (2020): h. 119-123. 
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menentukan  peran  sosialnya  di  masyarakat33, serta cenderung menjadikan 

laki-laki terlihat dominan. Dalam perspektif hukum, pendekatan responsif 

gender menuntut agar regulasi dan kebijakan tidak hanya bersifat netral secara 

normatif, melainkan juga mampu mengakomodasi perbedaan kebutuhan, 

kerentanan, dan pengalaman nyata antara laki-laki dan perempuan. 

Dalam konteks perceraian, teori ini sangat relevan karena perempuan, 

khususnya istri, cenderung berada pada posisi yang lebih rentan pasca 

berakhirnya perkawinan. Kerentanan ini dapat berupa ketidakstabilan ekonomi, 

pengasuhan anak yang lebih berat, hingga keterbatasan akses terhadap sumber 

daya. Oleh karena itu, penerapan perspektif responsif gender dalam hukum 

keluarga mendorong adanya perlindungan lebih terhadap hak-hak istri, seperti 

hak atas nafkah, hak asuh anak, dan hak memperoleh keadilan dalam 

pembagian harta bersama. Dengan demikian, hukum tidak sekadar memberikan 

perlakuan yang sama secara formal, tetapi juga memperhatikan kebutuhan 

substantif perempuan pasca perceraian. 

Lebih jauh, teori responsif gender juga mengarahkan pada evaluasi kritis 

terhadap praktik peradilan yang kerap kali masih bias gender. Hal ini karena 

hakim atau aparat penegak hukum tidak jarang mendasarkan putusan pada 

norma sosial yang cenderung menempatkan perempuan sebagai pihak yang 

lemah dan bergantung pada laki-laki. Melalui pendekatan responsif gender, 

diharapkan putusan pengadilan dapat benar-benar melindungi kepentingan 

 
33 Mufliha Wijayati, Elfa Murdiana, and Agus Hamdani, “Jalan Terjal Menuju Perguruan 

Tinggi Responsif Gender: Lesson Learned Dari Piloting Program Perencanaan Dan Penganggaran 

Responsif Gender Di IAIN Metro,” IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies 3, no. 1 

(2022): 25–53, https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3983. 
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perempuan dan memberikan keadilan substantif, sehingga tujuan hukum untuk 

menciptakan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh pihak, terutama istri 

pasca perceraian, dapat terwujud. Dengan demikian, teori ini menjadi landasan 

penting untuk menilai sejauh mana hukum di Indonesia telah memenuhi prinsip 

kesetaraan gender dalam praktiknya. 

1. Perlindungan Terhadap Ha k Pere mpuan, khususnya dala m  Konte ks 

Perni kahan dan Perceraian 

Perempuan merupakan bagian dari  kelompo k  masyara kat yang sering 

 kali  mengala mi  ketida kadilan, seperti  ketida kadilan sosial, budaya  maupun 

hu ku m. Dala m ranah perni kahan dan perceraian, realitas sering  kali 

 menunju kan bahwa pere mpuan sering  kali berada dala m posisi yang 

 kurang a man atau rentan,  khususnya ter kait dengan a kses terhadap ha k-ha k 

dasar seperti ha k naf kah, ha k hadhanah, ha k te mpat tinggal dan ha k untu k 

terbebas dari  ke kerasan.  Ma ka dari itu, perlindungan terhadap ha k-ha k 

pere mpuan dala m institusi perni kahan menjadi isu yang krusial serta perlu 

mendapat kan perhatian serius dari berbagai piha k, seperti le mbaga 

peradilan. 

Secara yuridis, perlindungan terhadap ha k pere mpuan telah dijamin 

 melalui berbagai instru ment hu ku m, bai k ting kat nasional  maupun 

internasional. Convention on the Eli mination of All For ms of 

Discri mination Againts Wo men (CEDAW)  menjadi salah satu instru men 

pri mer yang  mendorong beberapa negara untu k  menghapus dis kri minasi 

terhadap pere mpuan dala m berbagai aspe k  kehidupan, ter masu k dala m 



27 
 

 
 

 konte ks perceraian. Indonesia telah  meratifi kasi CEDAW34  melalui 

Undang-undang No mor 7 tahun 1984, yang secara langsung  mengi kat 

negara guna  menja min  kesetaraan gender dala m hu ku m dan  kehidupan 

sosial.  

Dala m  kerang ka hu ku m, Undang-undang No mor 1 tahun 1974 tentang 

Per kawinan  me mberi kan dasar hu ku m ter kait ha k dan  kewajiban sua mi 

dan istri35, ter masu k  ketentuan  mengenai perceraian dala m pasal 38-41. 

Selanjutnya,  KHI sebagai su mber hu ku m  materil dala m peradilan aga ma 

 me mpertegas ha k pere mpuan atas naf kah iddah,  mut’ah dan hadhanah 

pascra terjadinya perceraian hal ini tertulis di pasal 149 dan 156  KHI. 

Sejalan dengan itu, UU P KDRT No mor 23 tahun 2004  menjadi acuan 

uta ma dala m  mengatur ha k dan  kewajiban sua mi dan istri, serta upaya 

dala m perlindungan  kelo mpo k pere mpuan.36 Walaupun i mple mentasi 

nor ma-nor ma tersebut pada  kenyataannya sering  mendapat berbagai 

 kendala, seperti rendahnya  kesadaran hu ku m pere mpuan, proses peradilan 

yang tida k ra mah gender, hingga do minasi budaya yang  me mbatasi ruang 

pere mpuan untu k  me mperjuang kan ha knya secara adil.  

 

 

 

 
34 Alha ki m Abdurra kh man, “ Ke kerasan Terhadap Pere mpuan: Suatu  Kajian Perlindungan 

Berdasar kan Hu ku m Positif Di Indonesia,” Jurnal Pendidi kan  Kewarganegaraan Undi ksha 9, no. 

1 (2021): 116. 
35 Republi k Indonesia, “Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan,” 2012, 15. 
36 Republi k Indonesia, "Undang Undang Penghapusan  Ke kerasan Dala m Ru mah Tangga 

No mor 23 Tahun 2004", 2015, 19. 
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E. Teori Putusan Haki m 

1. Pengertian dan  Kara kteristi k Putusan Ha ki m 

Putusan ha ki m  merupa kan instru men penting yang  menga khiri suatu 

seng keta antara para piha k yang berper kara di pengadilan. Putusan ini 

adalah bentu k  kon kret dari pela ksanaan  ke kuasaan  keha ki man dala m 

 menyelesai kan per kara  khususnya  keperdataan. Dala m hu ku m perdata 

sendiri  meliputi se mua peraturan yang ber kaitan dengan ha k dan  kewajiban 

yang disebut hu ku m  material atau hu ku m perdata, seperti seng keta hu ku m 

tentang diri sendiri, hu ku m  ke keluargaan, hu ku m  ke kayaan, warisan, dan 

sebagainya.37  Menurut Sudi kno  Merto kusu mo, putusan ha ki m dala m 

per kara perdata adalah suatu pernyataan res mi yang di keluar kan oleh 

ha ki m, dala m sidang pengadilan, untu k  menyelesai kan seng keta antar para 

piha k berdasar kan hu ku m yang berla ku.38 

Putusan dala m per kara perdata  me mili ki  kara kteristi k tertentu yang 

 me mbeda kannya dari jenis putusan di ranah hu ku m lainnya.  

1) Perta ma, putusan perdata bersifat inter partes, artinya hanya  mengi kat 

piha k-piha k yang berper kara, tida k  me mili ki daya i kat u mu m seperti 

dala m hu ku m publi k.39  

 
37  Mas kur Hidayat, “Hu ku m Perdata Progresif: Perubahan Dan  Kesina mbungan 

Pene muan Hu ku m Di Bidang Hu ku m Perdata,” Jurnal Hu ku m Dan Peradilan 3, no. 3 (2014): 

hal. 272.  
38 As mui Syar kowi, “ Mengenal Putusan Peradilan Perdata,” Arti kel Pengadilan Aga ma 

Sunggu minasa, 2024, hal. 3. 
39 Jenis Per kara et al., “Tentang Per mohonan E kse kuatur Putusan Arbitrase Internasional,” 

no. 2 (2024): hal. 2. 
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2)  Kedua, putusan perdata  mengandung  ke kuatan hu ku m tetap setelah 

tida k ada lagi upaya hu ku m yang dapat diaju kan oleh piha k yang 

dirugi kan, sehingga  meni mbul kan  kepastian hu ku m.40 

3)  Ketiga, putusan harus didasar kan pada asas hu ku m perdata, seperti asas 

 kebebasan ber kontra k, asas iti kad bai k, dan asas  kepastian hu ku m. 

Dala m pra kti knya, putusan ha ki m perdata dibeda kan  menjadi beberapa 

jenis berdasar kan isinya.  

1) Perta ma, putusan conde mnatoir ( menghu ku m), yaitu putusan yang 

 me merintah kan piha k tergugat untu k  mela ku kan sesuatu, seperti 

 me mbayar ganti rugi atau  menyerah kan barang.  

2)  Kedua, putusan de klaratoir, yang hanya  menyata kan suatu  keadaan 

hu ku m,  misalnya  menyata kan sahnya suatu perjanjian.  

3)  Ketiga, putusan  konstitutif, yang  meni mbul kan perubahan hu ku m baru, 

seperti dala m per kara perceraian yang  menga khiri status hu ku m 

perni kahan.41 

Jenis-jenis putusan ini  mencer min kan fungsi pengadilan dala m 

 me mberi kan perlindungan hu ku m terhadap ha k-ha k perdata para piha k. 

Dengan  me maha mi pengertian dan  kara kteristi k putusan perdata, peneliti 

dapat  menilai sejauh  mana ha ki m telah  menerap kan prinsip-prinsip hu ku m 

perdata secara  konsisten dan adil dala m  me mutus suatu per kara. Landasan 

 
40 Fajar La ksono Soeroso, “Aspe k  Keadilan Dala m Sifat Final Putusan  Mah ka mah 

 Konstitusi,” Jurnal  Konstitusi 11, no. 1 (2016): hal. 66. 
41 Hei khal A.S Pane, “Putusan Ha ki m,” Universitas Indonesia Library, no. 1 (2009): hal. 

30.  
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ini penting untu k  mengevaluasi  kualitas perti mbangan hu ku m dala m setiap 

putusan serta i mpli kasinya terhadap para pencari  keadilan. 

2. Jenis-jenis  Metode Pene muan Hu ku m oleh Ha ki m 

Dala m pra kti k peradilan, ha ki m tida k selalu  mene mu kan hu ku m secara 

langsung dala m peraturan perundang-undangan yang berla ku. Oleh  karena 

itu, dibutuh kan  metode pene muan hu ku m (rechtsvinding) untu k  mengisi 

 ke kosongan hu ku m,  menafsir kan nor ma yang tida k jelas, atau 

 menyesuai kan nor ma hu ku m dengan per ke mbangan  masyara kat. 

Pene muan hu ku m oleh ha ki m  merupa kan proses intele ktual dan yuridis 

untu k  mene mu kan nor ma hu ku m yang tepat dala m  menyelesai kan per kara 

 kon kret, dengan tetap berpedo man pada asas  keadilan,  kepastian, dan 

 ke manfaatan.42 

 Menurut teori hu ku m, terdapat beberapa jenis  metode pene muan hu ku m 

yang dapat diguna kan oleh ha ki m.  

1) Perta ma,  metode gra mati kal atau linguisti k, yaitu penafsiran yang 

berfo kus pada arti  kata atau  kali mat dala m peraturan perundang-

undangan berdasar kan  kaidah bahasa.  

2)  Kedua,  metode siste matis, yaitu penafsiran suatu nor ma dengan  melihat 

 keter kaitannya dengan nor ma lain dala m satu siste m hu ku m. Penafsiran 

ini bertujuan untu k  menjaga  konsistensi dan  keselarasan dala m 

 keseluruhan siste m hu ku m. 

 
42 Siti  Mali khatun Badriyah, “Pene muan Hu ku m (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hu ku m 

(Rechtsschepping) Oleh Ha ki m Untu k  Mewujud kan  Keadilan,” Jurnal  Masalah  Masalah 

Hu ku m 40, no. 3 (2011): hal. 386. 
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3)  Ketiga, ha ki m dapat  mengguna kan  metode historis, yang  menelusuri 

 ma ksud pe mbentu k undang-undang (wetgever) pada saat nor ma tersebut 

diru mus kan. Ini  menca kup penafsiran historis otenti k (berdasar kan 

risalah pe mbentu kan undang-undang) dan historis evolutif (berdasar kan 

per ke mbangan sejarah).  

4)  Kee mpat, terdapat  metode teleologis atau sosiologis, yaitu pene muan 

hu ku m dengan  me mperti mbang kan tujuan sosial dari nor ma hu ku m 

tersebut.  Metode ini  me mberi ruang bagi ha ki m untu k  menyesuai kan 

nor ma hu ku m dengan nilai-nilai  keadilan dan  kebutuhan  masyara kat 

yang terus ber ke mbang. 

Selain  metode penafsiran, ha ki m juga dapat  mengguna kan analogi 

hu ku m (analogia legis) apabila tida k ada aturan hu ku m yang  mengatur 

langsung suatu per kara, dengan cara  menerap kan  ketentuan hu ku m yang 

serupa. Di sisi lain, dala m situasi yang lebih  ko mple ks, ha ki m dapat 

 mengguna kan asas hu ku m u mu m (alge mene rechtsbeginselen) sebagai 

dasar dala m  me mutus per kara, teruta ma  keti ka nor ma hu ku m yang 

spesifi k tida k tersedia atau tida k  me madai. 

Melalui beraga m  metode pene muan hu ku m tersebut, ha ki m tida k 

hanya bertinda k sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai 

subje k a ktif dala m  menghidup kan dan  menafsir kan hu ku m de mi 

terwujudnya  keadilan substantif.43 Pe milihan  metode yang tepat oleh 

ha ki m  menjadi sangat penting,  karena a kan  menentu kan arah dan 

 
43 Dewa Gede At madja, “Asas-Asas Hu ku m Dala m Siste m Hu ku m,”  Kertha Wica ksana 

12, no. 2 (2018): hal. 151. 
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 kualitas dari putusan yang dijatuh kan, teruta ma dala m per kara-per kara 

yang  mengandung unsur  kebaruan atau  ke kosongan hu ku m.  

3. Peran ex officio ha ki m dala m per kara cerai tala k/gugat. 

Dala m per kara perceraian di ling kungan peradilan aga ma, ha ki m 

tida k hanya berfungsi sebagai piha k pasif yang  menilai bu kti dan 

argu mentasi para piha k, tetapi juga  me mili ki peran a ktif yang di kenal 

sebagai wewenang ex officio. Secara u mu m, peran ex officio ha ki m 

berarti bahwa ha ki m dapat bertinda k atas inisiatifnya sendiri tanpa harus 

 menunggu per mintaan dari para piha k. Wewenang ini diberi kan untu k 

 menja min bahwa proses peradilan tida k se mata- mata tundu k pada 

 kehenda k atau  kelalaian piha k berper kara,  melain kan tetap berjalan 

sesuai dengan prinsip  keadilan dan perlindungan terhadap piha k yang 

rentan. 

Selanjutnya per kara cerai tala k  maupun cerai gugat, peran ex officio 

ha ki m sangat penting untu k  me masti kan terpenuhinya ha k-ha k 

pere mpuan dan ana k pasca perceraian.  Misalnya, berdasar kan Pasal 41 

huruf C Undang-Undang No mor 1 Tahun 1974 tentang Per kawinan44 

dan Pasal 149  KHI, ha ki m berwenang  menetap kan  kewajiban sua mi 

terhadap naf kah iddah,  mut’ah, dan hadhanah, bah kan ji ka tida k 

di mohon kan secara e ksplisit oleh piha k istri. Hal ini diper kuat pula oleh 

Yurisprudensi  Mah ka mah Agung dan Surat Edaran  Mah ka mah Agung 

 
44 Erysa Indira Ihzafitri et al., “I mple mentasi  Kewenangan Ex-Officio Ha ki m Dala m 

Per kara Cerai Tala k Di Pengadilan Aga ma  Kabupaten  Kediri,” Jurnal Antologi Hu ku m 2, no. 2 

(2022): hal. 231. 
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(SE MA) No. 3 Tahun 2018 yang  menegas kan bahwa ha ki m harus a ktif 

dala m  menetap kan ha k-ha k istri dan ana k pasca perceraian. 

Dala m per kara cerai tala k, di  mana sua mi  mengaju kan per mohonan 

untu k  menjatuh kan tala k, ha ki m  me mili ki  kewajiban ex officio untu k 

 me masti kan bahwa istri  me mperoleh perlindungan hu ku m, bai k dala m 

bentu k naf kah pasca tala k, te mpat tinggal sela ma  masa iddah, hingga 

pe mbagian harta bersa ma ji ka relevan. Se mentara itu, dala m per kara 

cerai gugat, di  mana istri yang  mengaju kan gugatan cerai, ha ki m juga 

tetap  me mili ki  kewenangan ex officio untu k  me meri ksa  ke mung kinan 

adanya pelanggaran ha k istri dan ana k, serta  menetap kan  ko mpensasi 

yang patut  mes kipun tida k di minta secara e ksplisit. 

Oleh  karena itu, peran ex officio ha ki m  merupa kan  manifestasi dari 

prinsip perlindungan hu ku m proa ktif dala m per kara  keluarga. Ha ki m 

tida k boleh bersi kap netral secara for malistis,  melain kan harus 

 menja min bahwa putusan yang dijatuh kan  me mberi kan  keadilan 

substantif,  khususnya bagi piha k yang le mah.  

F. Landasan Yuridis 

Hu ku m di Indonesia  khsuusnya  mengenai ha k istri pasca perceraian 

tentunya  me mili ki landasan hu ku m. Hal ini  merupa kan rang ka  me mberi kan 

perlindungan hu ku m yang adil bagi piha k istri pasca perceraian, hu ku m positif 

Indonesia telah  menetap kan seju mlah  ketentuan nor matif yang secara  khusus 

 mengatur ha k-ha k pere mpuan setelah putusnya i katan per kawinan. 

Pengaturan tersebut tida k hanya ter muat dala m peraturan perundang-undangan 
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u mu m, tetapi juga dala m  ketentuan  khusus di ling kungan peradilan aga ma 

yang bersu mber dari hu ku m Isla m. Beberapa instru men hu ku m uta ma yang 

relevan dala m  konte ks ini antara lain Undang-Undang No mor 1 Tahun 1974 

tentang Per kawinan, Pasal 149  Ko mpilasi Hu ku m Isla m ( KHI), serta SE MA 

No mor 1 Tahun 2017 tentang Ha k-Ha k Pere mpuan dala m Cerai Tala k. Selain 

itu, pengaturan te knis pela ksanaan persidangan perceraian diatur lebih lanjut 

dala m berbagai Peraturan  Mah ka mah Agung (PER MA) yang  mengarah kan 

ha ki m untu k bersi kap a ktif dala m  me masti kan terpenuhinya ha k-ha k istri. 

 Keseluruhan regulasi ini  menunju k kan adanya  kerang ka hu ku m yang 

siste matis dan terstru ktur untu k  menja min perlindungan terhadap  mantan istri, 

teruta ma dala m hal naf kah iddah,  mut’ah, dan pe meliharaan ana k. 

Selanjutnya, bagian ini a kan  mengurai kan secara rinci  ketentuan- ketentuan 

tersebut sebagai landasan nor matif yang  menjadi acuan dala m pra kti k 

peradilan aga ma. Adapun dasar hu ku m dala m penelitian ini adalah sebagai 

beri kut. 

1. Undang-Undang No mor 1 Tahun 1974 tentang Per kawinan 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  merupa kan dasar hu ku m u mu m 

yang  mengatur  mengenai per kawinan di Indonesia. Dala m  konte ks pasca 

perceraian, Pasal 41 UU ini secara tegas  menyata kan bahwa a kibat 

putusnya per kawinan  karena perceraian  meliputi  kewajiban sua mi untu k 

 me mberi kan naf kah dan pe meliharaan terhadap ana k, serta perlindungan 

terhadap be kas istri apabila diperlu kan.45  Mes kipun reda ksi pasalnya 

 
45 Indonesia, “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Per kawinan," hal. 16. 
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bersifat u mu m, undang-undang ini  me mberi kan dasar hu ku m bahwa 

perceraian tida k serta- merta  menghapus  kewajiban sua mi terhadap istri dan 

ana k. Nor ma ini  mene kan kan perlunya peran ha ki m untu k  menetap kan 

ha k-ha k tersebut secara e ksplisit dala m a mar putusan. 

2.  Ko mpilasi Hu ku m Isla m ( KHI),  khususnya Pasal 149 

Ko mpilasi Hu ku m Isla m, yang berla ku sebagai pedo man hu ku m 

 materiil di ling kungan peradilan aga ma, secara lebih spesifi k  mengatur 

ha k-ha k istri pasca perceraian, teruta ma dala m  kasus cerai tala k. Pasal 149 

 KHI  menyebut kan bahwa apabila terjadi tala k,  ma ka be kas sua mi 

ber kewajiban: 

1)  Me mberi kan  mut'ah (pe mberian sebagai penghibur) sesuai  ke ma mpuan 

2)  Me mberi kan naf kah iddah sela ma  masa tunggu 

3)  Menyelesai kan utang  mahar atau  mas kawin apabila belu m dibayar 

4)  Menyedia kan biaya pe meliharaan ana k ji ka ana k  masih dala m 

pengasuhan ibu.46 

Ketentuan ini  menjadi dasar uta ma bagi ha ki m untu k  menetap kan 

ha k-ha k istri secara oto matis (ex officio) dala m per kara tala k, se kalipun 

tida k di minta oleh piha k istri. 

3. Surat Edaran  Mah ka mah Agung (SE MA) No. 1 Tahun 2017 tentang Ha k-

Ha k Pere mpuan dala m Cerai Tala k 

SE MA No. 1 Tahun 2017 diterbit kan sebagai pedo man yudisial 

untu k  me mper kuat perlindungan terhadap pere mpuan dala m per kara cerai 

 
46 Perpusta kaan Nasional RI, Hi mpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Ber kaitan 

Dengan  Ko mpilasi Hu ku m Isla m Serta Pengertian Dala m Pe mbahasannya,  Mah ka mah Agung 

RI, 2011, hal. 100. 
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tala k. Surat edaran ini  menegas kan bahwa ha ki m wajib  menetap kan ha k-

ha k pere mpuan dala m putusan cerai tala k, ter masu k  mut’ah, naf kah iddah, 

dan naf kah  madhiyah.47 SE MA ini se kaligus  mene kan kan peran a ktif 

ha ki m secara ex officio, tanpa harus  menunggu per mohonan dari istri. 

SE MA ini di keluar kan sebagai respons terhadap banya knya per kara cerai 

tala k yang diputus tanpa  menetap kan ha k-ha k  mantan istri, yang dapat 

 meni mbul kan  ketida kadilan dan  keti mpangan perlindungan hu ku m. 

4. Peraturan  Mah ka mah Agung (PER MA) Ter kait Te knis Sidang Cerai 

 Mes kipun tida k secara  khusus hanya  mengatur tentang cerai tala k atau 

cerai gugat, berbagai Peraturan  Mah ka mah Agung (PER MA) seperti 

PER MA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedo man  Mengadili Per kara 

Pere mpuan Berhadapan dengan Hu ku m,  me mberi pedo man te knis dan etis 

bagi ha ki m dala m  menangani per kara yang  melibat kan pere mpuan, 

ter masu k dala m  konte ks perceraian. PER MA ini  mengarah kan ha ki m 

untu k tida k hanya bersi kap netral for mal, tetapi juga pe ka terhadap relasi 

 kuasa,  keti mpangan e kono mi, dan da mpa k psi kologis yang diala mi istri 

setelah perceraian. Selain itu, PER MA  mengatur bahwa proses sidang harus 

dila ku kan dengan  me mperti mbang kan perlindungan ha k-ha k pere mpuan 

dan ana k secara  menyeluruh. 

Dengan adanya regulasi-regulasi tersebut, terlihat bahwa siste m hu ku m 

Indonesia telah  me mberi kan landasan yang cu kup  kuat untu k  melindungi 

ha k-ha k pere mpuan pasca perceraian. Na mun de mi kian, i mple mentasi di 

 
47 jdih  Mah ka mah Agung RI, “SE MA_01_2017.Pdf,” 2017, hal. 17. 
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lapangan sangat bergantung pada peran a ktif ha ki m dala m  mengguna kan 

 kewenangan ex officio dan  keberpiha kan terhadap prinsip  keadilan 

substantif. Oleh  karena itu, pe maha man yang  ko mprehensif terhadap 

nor ma-nor ma ini  menjadi penting, bai k dala m  kajian a kade mi k  maupun 

pra kti k hu ku m. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung 

dengan empiris. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang 

berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, seperti peraturan 

perundang-undangan, maupun putusan pengadilan, untuk menemukan aturan 

hukum yang berlaku dan relevan dalam suatu persoalan hukum. Sementara itu, 

penelitian empiris adalah penelitian yang melihat bagaimana hukum tersebut 

diterapkan dalam praktik, melalui fakta-fakta lapangan, wawancara, atau data 

kasus nyata. 

Alasan penggunaan metode yuridis normatif yang didukung dengan 

empiris dalam penelitian ini adalah karena fokus penelitian terletak pada kajian 

hak-hak istri pasca perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan hukum 

Indonesia, sehingga perlu dilakukan analisis terhadap norma hukum tertulis 

(normatif). Namun, agar hasil penelitian lebih komprehensif, penelitian ini juga 

didukung dengan data empiris berupa praktik di lapangan mengenai bagaimana 

pengadilan agama menerapkan aturan tersebut, serta bagaimana realitas yang 

dialami oleh istri pasca perceraian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya 

menelaah hukum dari sisi normatif, tetapi juga membandingkannya dengan 

kenyataan, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai 

perlindungan hak-hak istri pasca perceraian. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang 

mengatur hak-hak istri setelah perceraian, sebagaimana diatur dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan perubahannya, serta berbagai peraturan perundang-undangan 

lain yang relevan. Selain itu, doktrin serta yurisprudensi juga digunakan 

sebagai bahan analisis untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam 

praktik. 

 Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis48, yaitu menggambarkan 

secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur hak-hak istri pasca 

perceraian, dan kemudian menganalisis bagaimana ketentuan-ketentuan 

tersebut diterapkan dalam kasus konkret. Melalui analisis tersebut, diharapkan 

dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap 

perempuan setelah perceraian. 

 Untuk mendukung pendekatan normatif ini, penelitian juga menggunakan 

pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah Putusan Nomor 

875/Pdt.G/2024/PA.Kla yang diputus oleh Pengadilan Agama Kalianda. Dalam 

perkara tersebut, Termohon (istri) mengajukan gugatan rekonvensi yang 

mencakup tuntutan hak-hak pasca perceraian, yaitu nafkah madhiyah, nafkah 

iddah, nafkah mut’ah, dan nafkah hadhanah. Majelis Hakim dalam putusan 

akhirnya mengabulkan seluruh tuntutan tersebut, dan menghukum suami untuk 

memenuhi hak-hak tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk 

pasal 149 huruf (d), pasal 152, 158, dan 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. 

 
48 Abdul kadir  Muha m mad, “Hu ku m Dan Penelitian Hu ku m” 8, no. 1 (2004): 134. 
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 Dengan menggunakan kombinasi pendekatan normatif dan pendekatan 

kasus, penelitian ini tidak hanya mengkaji aturan hukum secara teoritis, tetapi 

juga menelaah implementasinya dalam praktik peradilan, sehingga 

menghasilkan analisis yang komprehensif dan aplikatif. 

 

B. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Data Primer  

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang 

diperoleh secara langsung melalui dokumen resmi dan wawancara dengan 

pihak yang terkait (pengacara). Data primer digunakan untuk memperoleh 

informasi yang faktual dan relevan dalam menganalisis permasalahan 

hu kum mengenai ha k-ha k istri pasca perceraian. 

Su mber data pri mer perta ma dala m penelitian ini adalah Salinan 

Putusan No mor 875/Pdt.G/2024/PA. Kla dari Pengadilan Aga ma  Kalianda. 

Putusan ini  menjadi obje k uta ma yang dianalisis  karena  mengandung 

infor masi hu ku m yang  kon kret ter kait tuntutan ha k-ha k istri pasca 

perceraian. Dari putusan ini dapat dilihat bagai mana nor ma-nor ma 

hu ku m,  khususnya yang tercantu m dala m  Ko mpilasi Hu ku m Isla m dan 

peraturan perundang-undangan lainnya, diterap kan dala m pra kti k oleh 

 majelis ha ki m dala m  menyelesai kan seng keta perceraian. 

Su mber data pri mer  kedua adalah hasil wawancara dengan  kuasa 

hu ku m Ter mohon dala m per kara tersebut. Wawancara ini dila ku kan 

untu k  menggali perspe ktif pra ktisi hu ku m (pengacara) ter kait strategi 
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pe mbelaan, dasar hu ku m yang diguna kan dala m gugatan re konvensi, 

serta tanggapan terhadap perti mbangan  majelis ha ki m.  

2. Data Se kunder 

Selain  mengguna kan data pri mer, penelitian ini juga didu kung oleh 

data se kunder yang berfungsi untu k  me mper kuat analisis hu ku m secara 

teoritis. Data se kunder dala m penelitian ini  menca kup peraturan 

perundang-undangan, literatur hu ku m, bu ku ajar, jurnal il miah, serta 

hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan per masalahan yang 

di kaji. 

Peraturan perundang-undangan yang  menjadi acuan uta ma dala m 

penelitian ini antara lain adalah  Ko mpilasi Hu ku m Isla m ( KHI), 

 khususnya pasal-pasal yang  mengatur  mengenai ha k-ha k istri setelah 

perceraian, seperti pasal 149, 152, 158, dan 105  KHI.  KHI  merupa kan 

su mber hu ku m  materiil yang diguna kan oleh Peradilan Aga ma dala m 

 menyelesai kan per kara perceraian u mat Isla m, dan dengan de mi kian 

 menjadi pija kan uta ma dala m  me maha mi dasar hu ku m atas ha k-ha k 

seperti naf kah iddah,  mut’ah, naf kah ana k, dan pe meliharaan ana k 

(hadhanah). 

Selain KHI, penelitian ini juga mengacu pada Undang-Undang No mor 

1 Tahun 1974 tentang Per kawinan, yang  mengatur asas-asas dan prinsip 

dasar dala m hubungan sua mi istri, ter masu k tanggung jawab sua mi 

terhadap istri dan ana k setelah perceraian.  Ketentuan dala m undang-
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undang ini  menjadi  kerang ka nor matif yang  menyeluruh terhadap institusi 

per kawinan dan perceraian dala m siste m hu ku m nasional. 

Penelitian ini juga  mengguna kan Undang-Undang No mor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan  Ke kerasan Dala m Ru mah Tangga (UU 

P KDRT) sebagai bagian dari tinjauan nor matif. UU ini relevan dala m hal 

perlindungan terhadap istri apabila terjadi bentu k  ke kerasan atau 

penelantaran dala m ru mah tangga, ter masu k yang beri mpli kasi pada 

perceraian dan ha k-ha k pasca perceraian. Lalu penelitian ini didu kung 

oleh literatur hu ku m berupa bu ku-bu ku ajar,  karya il miah para pa kar 

hu ku m Isla m dan hu ku m  keluarga, serta arti kel jurnal dan hasil penelitian 

terdahulu yang  me mbahas  mengenai ha k-ha k pere mpuan dala m 

perceraian.  

 

C. Te kni k Pengu mpulan Data 

Te kni k pengu mpulan data dala m penelitian ini dila ku kan  melalui 

beberapa  metode. Adapun  metode yang diguna kan sebagai beri kut.  

1. Studi Do ku men  

Studi do ku men dila ku kan  melalui penelaahan terhadap salinan 

Putusan No mor 875/Pdt.G/2024/PA. Kla, serta peraturan perundang-

undangan yang  mengatur  mengenai ha k-ha k pere mpuan dala m 

perceraian, seperti  Ko mpilasi Hu ku m Isla m ( KHI), Undang-Undang 

No mor 1 Tahun 1974 tentang Per kawinan, dan Undang-Undang No mor 

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan  Ke kerasan dala m Ru mah Tangga 

(UU P KDRT). Penelaahan ini bertujuan untu k  me maha mi dasar yuridis 



43 
 

 
 

dan perti mbangan hu ku m yang diguna kan oleh  majelis ha ki m dala m 

 me mutus per kara. 

2. Wawancara 

Te kni k wawancara dila ku kan dengan advo kat atau  kuasa hu ku m 

yang  menangani per kara tersebut. Wawancara ini bertujuan untu k 

 menggali infor masi yang bersifat pra ktis dan  konte kstual, ter masu k 

strategi hu ku m dala m  me mperjuang kan ha k-ha k istri,  kendala dala m 

proses persidangan, serta tanggapan terhadap isi putusan. Hasil wawancara 

 menjadi peleng kap penting bagi data do ku men,  karena  mengga mbar kan 

penerapan nor ma dala m pra kti k peradilan. 

3. Studi Literatur 

Te kni k ini dila ku kan dengan pengu mpulan referensi dari bu ku, jurnal 

il miah, arti kel hu ku m, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang ber kaitan 

dengan ha k-ha k istri pasca perceraian. Studi literatur ini bertujuan untu k 

 me mperoleh landasan teoritis dan pandangan para ahli guna  me mper kuat 

analisis dan interpretasi terhadap data yang diperoleh dari do ku men dan 

wawancara. 
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D. Te kni k Analisis Data 

Data yang telah ter ku mpul dala m penelitian ini a kan dianalisis 

 mengguna kan  metode analisis  kualitatif49.  Metode ini tida k  mengguna kan 

ang ka atau statisti k,  melain kan berfo kus pada penafsiran  ma kna dari data 

hu ku m, bai k berupa isi putusan ha ki m, peraturan perundang-undangan, 

 maupun hasil wawancara dan literatur yang relevan. Tujuan dari analisis 

 kualitatif ini adalah untu k  me maha mi secara  mendala m bagai mana hu ku m 

diterap kan dan sejauh  mana hu ku m  ma mpu  me mberi kan perlindungan 

terhadap ha k-ha k istri setelah perceraian. 

Lang kah awal dala m proses analisis adalah  menafsir kan isi Putusan 

No mor 875/Pdt.G/2024/PA. Kla, teruta ma bagian perti mbangan hu ku m 

 majelis ha ki m. Peneliti a kan  meng kaji apa kah perti mbangan tersebut telah 

sesuai dengan nor ma hu ku m yang berla ku, seperti yang diatur dala m 

 Ko mpilasi Hu ku m Isla m, Undang-Undang No mor 1 Tahun 1974 tentang 

Per kawinan, dan UU P KDRT. Selanjutnya, isi putusan juga a kan di kait kan 

dengan teori hu ku m, asas-asas  keadilan, serta do ktrin para ahli sebagai 

landasan nor matif dan teoritis dala m penelitian. 

Peneliti juga a kan  menilai  konsistensi dan rasionalitas perti mbangan 

hu ku m ha ki m, bai k dala m  me mutus kan gugatan re konvensi  maupun dala m 

 menetap kan ha k-ha k istri pasca perceraian. Aspe k yang dinilai  meliputi 

 kesesuaian antara dalil hu ku m, fa kta persidangan, dan hasil putusan, serta 

apa kah perti mbangan tersebut  mencer min kan  keadilan substantif bagi piha k 

 
49 Ade Putra,  Metode Penelitian  Kualitatif, (Tasi k malaya: Per ku mpulan Ru mah 

Ce merlang Indonesia, 2023), hal. 16. 
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istri. Evaluasi ini penting untu k  melihat sejauh  mana ha ki m  menerap kan 

hu ku m tida k hanya secara for mal, tetapi juga secara etis dan proporsional. 

Selain itu, analisis juga a kan  me mperti mbang kan realitas sosial yang 

dihadapi oleh istri pasca perceraian, seperti  kondisi e kono mi, tanggung jawab 

terhadap ana k, dan a kses terhadap  keadilan. Dengan de mi kian, penelitian ini 

tida k hanya berfo kus pada aspe k nor matif hu ku m, tetapi juga  melihat da mpa k 

 kon kret putusan terhadap  kehidupan pere mpuan sebagai piha k yang rentan 

secara sosial dan e kono mi setelah perceraian. 
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BAB IV 

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR 875/Pdt.G/2024/Pa.Kla 

DI PENGADILAN AGAMA KALIANDA TENTANG PEMENUHAN HAK-

HAK ISTRI PASCA PUTUSAN PERCERAIAN 

A. Gambaran Umum  

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Kekuasaan 

Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"50. Pengadilan Agama 

merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung 

yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman 

bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Sejalan dengan itu, secara 

konstitusional keberadaan Pengadilan Agama telah mendapat legitimasi 

dalam Pasal 24 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman 

dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada 

di bawahnya.  

Dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

disebutkan, “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang 

yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. kewarisan, c. wasiat, d. 

hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infak, h. sedekah hingga i. ekonomi Syariah”51. 

Tugas ini menjadikan Pengadilan Agama bukan sekadar institusi litigasi, 

melainkan lembaga yang turut menentukan kepastian status hukum perdata 
 

50 Penelitian Multidisiplin and Pengadilan Agama, “Jurnal Indragiri” 2, no. 2 (2022): 132. 
51 Azizah Yasmine, Huriyyah Aqilah Ramadhoifah, and Aura Rista Afifah, “PERADILAN 

AGAMA SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM ISLAM DI INDONESIA Kebutuhan 

Masyarakat Muslim Dalam Menegakkan Hukum Yang Sesuai Dengan Keyakinan Dan 

Masyarakat Muslim , Terutama Dalam Konteks Penyelesaian Sengketa Keluarga” 1, no. 1 

(2024): hal. 84. 
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masyarakat Muslim. Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Agama juga 

berperan sebagai lembaga yang memberikan pelayanan administratif hukum 

kepada masyarakat. Seperti perkara itsbat nikah, dispensasi kawin, 

perubahan identitas keperdataan, dan penetapan ahli waris.  

Secara struktural, Pengadilan Agama berada dalam sistem peradilan 

yang berlapis, yakni Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, 

selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat kedua 

(banding). Lalu, Mahkamah Agung berwenang memutus perkara kasasi 

maupun peninjauan kembali. Struktur ini memperlihatkan adanya 

mekanisme kontrol dan koreksi vertikal yang memastikan setiap putusan 

mematuhi prinsip keadilan, profesionalisme, dan kesesuaian dengan hukum 

Islam yang berlaku.  

Adapun dasar hukum yang mengatur keberadaan, kewenangan, serta 

mekanisme kerja Pengadilan Agama termuat dalam Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diperbarui melalui 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 200952 sebagai peraturan yang memperluas kewenangan peradilan 

agama khususnya dalam bidang ekonomi syariah, serta diperkuat oleh 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

yang menegaskan prinsip-prinsip independensi, profesionalitas, dan 

imparsialitas lembaga peradilan di Indonesia. 

 
52 UU Nomor et al., “Tahkim,” 2010. 
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Berkaitan dengan nafkah pasca perceraian terhadap mantan istri dan 

anak dilakukan atas beberapa pertimbangan hakim. Sebelum itu, penulis 

akan menguraikan duduk perkara putusan hakim Perkara Nomor 

875/Pdt.G/2024/PA.Kla.53 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Salinan Putusan Identitas Para Pihak 

 

Perkara Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla merupakan perkara cerai talak 

yang diajukan oleh Gatot Warito bin Purwanto (pemohon) terhadap istrinya, 

Siti Rusiah binti M. Muhaji (termohon), di Pengadilan Agama Kalianda. 

Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah 

secara sah pada tanggal 9 Juli 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Palas, Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Buku Nikah Nomor 

302/30/VII/2006 tertanggal 10 Juli 2006, dan telah tinggal bersama 

menjalani kehidupan rumah tangga selama kurang lebih 17 tahun di Desa 

Bumi Restu. Selanjutnya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga 

 
53 Pengadilan Agama Kalianda, “Halaman 1 Dari 58 Halaman Putusan Nomor 

875/Pdt.G/2024/PA.Kla” 007 (2024): 1–58. 
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orang anak, diantaranya Reihan Bin Gatot Warito (2 SMA), Sifa’a Auris 

Binti Gatot Warito (4 SD) dan Aldu Datul Khusna Binti Gatot Warito.  

Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam 

keadaan rukun dan damai, hanya pada bulan Febuari 2023 sudah tidak 

harmonis yang ditandai oleh beberapa faktor, seperti seringnya terjadi 

perbedaan pendapat dan sikap saling bantah. Kemudian menyebabkan 

Pemohon meninggalkan rumah kediaman dan tidak lagi menjalankan 

kewajiban sebagai suami. Di sisi lain, Termohon membantah sebagian besar 

dalil Pemohon dan justru menyatakan bahwa keretakan rumah tangga 

disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon, bahkan 

Termohon mengklaim bahwa Pemohon telah menikahi perempuan lain yang 

menjadi selingkuhannya. Namun, pada tahun-tahun terakhir pernikahan 

tepatnya bulan Juli 2023, hubungan rumah tangga keduanya mengalami 

keretakan yang serius hingga akhirnya Pemohon mengajukan permohonan 

cerai talak pada Juni 2024.54 

Perkara ini tidak hanya melibatkan permohonan cerai talak secara 

konvensi, namun juga disertai dengan gugatan rekonvensi yang diajukan 

oleh Termohon. Dalam rekonvensinya, Termohon menuntut sejumlah hak 

sebagai istri pasca perceraian, termasuk nafkah lampau selama 26 bulan 

sebesar Rp52.000.000, nafkah iddah sebesar Rp6.000.000, nafkah mut’ah 

berupa kalung emas 10 gram, serta nafkah anak sebesar Rp4.000.000 per 

bulan sampai anak-anak dewasa atau menikah. Termohon juga mendalilkan 

 
54 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla. 
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bahwa sejak ditinggalkan pada April 2022, ia harus menanggung seluruh 

kebutuhan rumah tangga, termasuk biaya pendidikan dan kebutuhan anak-

anak serta sampai menggadaikan sertifikat rumah pemberian orang tua 

Termohon ke Bank BRI.55  

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selama persidangan, majelis 

hakim memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk 

mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi. Pemohon mengajukan alat 

bukti Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 302/20/VII/2006 tanggal 10 Juli 

2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung 

Selatan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di nazegelen 

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh 

ketua Majelis diberi tanda P.56 

Selain bukti surat yang telah diajukan oleh pemohon tersebut, pemohon 

juga mengajukan alat bukti lain yaitu alat bukti saksi. Saksi pertama 

bernama Indah Sri Supartin yang merupakan adik kandung Pemohon. Saksi 

memberikan kesaksiannya dibawah sumpah, dan membenarkan bahwa saksi 

mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami dan istri. Saksi juga 

membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang 

anak. Lalu saksi memberikan kesaksian bahwa keduanya tinggal dirumah 

orang tua Termohon sampai dengan anak pertama lahir kemudian pindah 

kerumah kediaman bersama hingga akhirnya berpisah. Selanjutnya saksi 

menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya 

 
55 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla. 
56 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla. 
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berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak anak pertama lahir sekitar 

tahun 2007, sudah tidak lagi rukun dan keduanya seringkali berselisih dan 

bertengkar karena sifat Termohon yang suka menghina keluarga Pemohon 

serta Termohon selalu membantah jika di nasehati oleh Pemohon. Bahwa 

Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun 

yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi. Dan saksi menyatakan sudah pernah 

melakukan upaya damai akan tetapi tetap tidak bisa didamaikan.57 

Saksi kedua juga merupakan saksi keluarga yakni Sumiyati binti 

Purwanto yang merupakan kakak kandung Pemohon, saksi memberikan 

kesaksiannya dibawah sumpah. Saksi memberikan kesaksian bahwa saksi 

mengenal keduanya sebagai suami dan istri. Selanjutnya saksi menyatakan 

bahwa keduanya telah di karuniai tiga orang anak. Lalu saksi memberikan 

kesaksian bahwa keduanya tinggal dirumah orang tua Termohon sampai 

dengan anak pertama lahir. Selanjutnya saksi menyatakan bahwa rumah 

tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, 

akan tetapi sejak anak pertama lahir, sudah tidak lagi rukun dan keduanya 

seringkali berselisih dan bertengkar karena sifat Termohon yang suka 

membantah jika di nasehati oleh Pemohon. Bahwa Pemohon dan Termohon 

sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan tidak pernah 

bersatu lagi dikarenakan Pemohon diusir oleh Termohon. Dan saksi 

menyatakan sudah pernah menasehati keduanya untuk berdamai akan tetapi 
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tetap tidak berhasil. Dan saksi mengenal Yulianti Gustina tetapi tidak tahu 

hubungannya dengan Pemohon.58 

Saksi ketiga juga merupakan saksi keluarga yakni Erik Pujawanto bin 

Purwanto sebagai adik kandung Pemohon. Saksi memberikan kesaksian 

yang kurang lebih sama. Selanjutnya saksi menambahkan alasan 

pertengkaran keduanya karena sering kumpul dengan teman temannya dan 

tidak kenal waktu dan jika bertengkar antara Pemohon dan Termohon 

keduanya saling membanting barang dan kadang saling mencubit serta 

memukul, Ketika Pemohon dan Termohon bertengkar jadi rame sampai 

tetangga kanan kiri tahu karena Termohon menceritakan ke tetangga kanan 

kiri bahkan sampai memanggil orang tua Pemohon. Bahwa Pemohon dan 

Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023, dan sejak saat 

itu keduanya sudah tidak pernah bersatu kembali. Lalu sepengetahuan saksi 

pekerjaan Pemohon serabutan sebagai buruh tani di sawah milik Kakak 

kakak Pemohon seperti memupuk per hektar di kerjakan 2 orang biasanya 

selesai dalam 1 hari bayaran per orang sekitar Rp100.000,00 itupun tidak 

setiap hari ada pekerjaan. Dan setahu saksi penghasilan Pemohon jika ada 

pekerjaan sekitar Rp1.500.000,00 perbulan. Bahwa dalam satu minggu 

Pemohon kira-kira hanya 5 hari ada pekerjaan dan penghasilan Pemohon 

sebesar Rp1.500.000,00 perbulan kotor, belum dikeluarkan untuk beli 

rokok,bensin dan jajan kalau bersihnya sekitar sebesar Rp500.000,00 

sampai Rp700.000,00. Dan pekerjaan Pemohon hanya sebagai buruh tani 
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saja. Dan saksi kenal dengan Yulianti Gustina hubungan dengan Pemohon 

sebagai isteri Pemohon dan Pemohon sudah memiliki seorang anak dengan 

istri baru Pemohon tersebut. 59 

Selanjutnya Termohon tidak dapat memberikan bukti berupa surat 

melainkan mengajukan alat bukti sebagai berikut: 

a. Cetak foto dari aplikasi media sosial TikTok dan SnackVideo, 

menunjukkan Pemohon dengan seorang wanita yang menurut 

keterangan Termohon bernama Yulianti Gustina posting di akun media 

sosial tersebut;  

b. Cetak foto tempat usaha menurut keterangan Termohon adalah milik 

Pemohon bersama wanita bernama Yulianti Gustina; 

c. Cetak foto dari screenshoot aplikasi media sosial Facebook yang 

menurut keterangan Termohon adalah postingan Pemohon di akun 

Facebook milik Pemohon, Termohon menjelaskan bahwa foto tersebut 

adalah foto saat Pemohon menikah dengan wanita bernama Yulianti 

Gustina; 

d. Cetak foto dari layar komputer yang menunjukkan Laporan Kewajiban 

Administrasi Siswa sampai dengan bulan Juli 2024 yang menurut 

keterangan Termohon adalah biaya pendidikan anak yang pertama di 

pondok Yayasan Darul A’mal Metro Lampung. 

e. Fotokopi kwitansi biaya balajar TK Madani satu tahun, tidak 

dicantumkan telah terima pembayaran dari siapa, menurut keterangan 
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Tergugat kwitansi tersebut adalah biaya pendidikan anak yang ketiga di 

TK Madani satu tahun; 

f. Cetak bukti pembayaran dari aplikasi minimarket (Alfamart) dari akun 

milik Termohon, menurut keterangan Termohon adalah bukti 

pembayaran belanja keperluan untuk anak yang dikeluarkan oleh 

Termohon; 

g. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Tanah oleh Sugiyem sebagai Pemberi 

Hibah kepada Termohon sebagai Penerima Hibah tertanggal 9 Maret 

2018; 

h. Fotokopi bukti pembayaran Angsuran Pinjaman dari BRI atas nama 

Termohon yang menurut keterangan Termohon digunakan untuk 

keperluan kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak-anak;60 

Selanjutnya Termohon tidak hanya memberikan bukti seperti yang 

penulis uraikan sebelumnya, Termohon juga memberikan berupa saksi. 

Saksi pertama yakni Tri Wulan Hari Santoso bin M. Muhaji.61 Saksi 

memberikan kesaksian bahwa saksi mengenal keduanya karena jarak rumah 

antara saksi dan keduanya hanya 200 meter dan Pemohon dan Termohon 

sudah dikaruniai tiga orang anak. Lalu saksi mengatakan bahwa rumah 

bersama yang Pemohon dan Termohon tinggali merupakan rumah yang 

dibuatkan oleh orang tua Termohon. Bahwa saksi bilang rumah tangga 

keduanya mulai tidak harmonis dan adanya pertengkaran sejak awal tahun 

2022 dan saksi hanya mengetahui perselisihan keduanya dari cerita istri dan 
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ketika melihat ibu menangis karena Termohon dipukul oleh Pemohon. Dan 

menurut kesaksian saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya 

dikarenakan Pemohon tidak terima ditegur oleh Termohon ketika Pemohon 

menemui Yulianti Gustina dan Pemohon lebih memilih Yulianti Gustina 

daripada istrinya. Saksi menambahkan bahwa belum pernah mendamaikan 

keduanya akan tetapi sudah diadakan musyawarah oleh pihak keluarga 

keduanya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. 

Dan saksi juga mengetahui Toko Sembako milik Yulianti Gustina (bukti 

Termohon) sudah ada sejak belum ada hubungan dengan Pemohon.62 

Saksi kedua yakni Daryanto bin Solehan sebagai Kepala Dusun tetangga. 

Saksi memberikan kesaksian yang kurang lebih sama akan tetapi saksi 

menambahkan bahwa saksi bukan dari dusun yang sama dan saksi 

mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya hanya 

ketika di panggil saja. Dan saksi menambahkan bahwa tidak tahu menahu 

tentang penyebab dan tidak pernah melihat langsung serta saksi menyatakan 

bahwa Yulianti Gustina merupakan sepupu istrinnya.63 

Fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa ketidakharmonisan rumah 

tangga memang telah berlangsung cukup lama, dengan konflik yang 

berlarut-larut hingga akhirnya tidak dapat didamaikan lagi meski telah 

dilakukan mediasi oleh pengadilan. Majelis Hakim akhirnya memutus untuk 

mengabulkan permohonan cerai talak serta sebagian besar tuntutan 

 
62 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla. 
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rekonvensi Termohon, terutama mengenai hak-hak istri pasca perceraian 

yang menjadi bagian penting dalam perlindungan hukum terhadap istri dan 

anak-anak. 

B. Pertimbangan Hakim terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian 

 Sebagai bagian dari proses peradilan, pertimbangan hakim menjadi unsur 

terpenting dalam menentukan arah dan hasil putusan suatu perkara, termasuk 

dalam perkara cerai talak. Pertimbangan tersebut tidak hanya mencerminkan 

penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga menunjukkan 

bagaimana hakim melakukan interpretasi, analisis, serta penilaian terhadap 

fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam perkara Nomor 

875/Pdt.G/2024/PA.Kla64, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda telah 

menyusun pertimbangan hukum yang komprehensif dengan memperhatikan 

aspek formil, materiil, pembuktian, serta kondisi sosiologis para pihak. 

Pertimbangan ini sekaligus menjadi dasar bagi hakim dalam menilai 

kelayakan alasan perceraian dan menetapkan pemenuhan hak-hak istri pasca 

perceraian. Berikut pertimbangan hakim sesuai dengan Salinan Putusan. 

1. Majelis Hakim memulai pertimbangan dengan memastikan terpenuhinya 

aspek formil pemeriksaan perkara, meliputi kewenangan absolut 

Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama, 

keabsahan surat kuasa para pihak, serta kesesuaian proses persidangan 

elektronik dengan ketentuan PERMA. Upaya perdamaian melalui nasihat 

persidangan maupun mediasi telah dilakukan sesuai prosedur, namun 
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dinyatakan gagal sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan dalam sidang 

tertutup karena perkara ini berkaitan dengan cerai talak. 

2. Dalam pokok perkara, Pemohon mendalilkan terjadinya perselisihan dan 

pertengkaran yang berkelanjutan sejak tahun 2023 yang berujung pada 

berpisahnya tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun. Termohon 

memberikan tanggapan dengan membenarkan sebagian dalil dan 

membantah sebagian lainnya. Majelis Hakim mengkualifikasikan 

pengakuan Termohon yang memenuhi syarat formil sebagai pengakuan 

murni dan bulat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. 

3. Sejalan dengan asas actori incumbit probatio, majelis menegaskan 

kewajiban Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, 

khususnya mengenai alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 

Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Pemohon mengajukan bukti 

surat berupa duplikat akta nikah serta tiga saksi yang keterangannya 

dinilai relevan, konsisten, dan memenuhi syarat formil serta materiil 

sebagai alat bukti. 

4. Termohon mengajukan delapan bukti surat dan dua orang saksi. 

Sebagian bukti berupa cetakan gambar elektronik dinilai tidak memenuhi 

syarat formil dan karenanya dikesampingkan. Bukti lainnya hanya 

bernilai sebagai bukti permulaan karena tidak didukung alat bukti lain. 

Sementara itu, keterangann saksi Termohon hanya diterima sepanjang 

relevan dan konsisten dengan dalil bantahan maupun dalil rekonvensi. 
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5. Dari keseluruhan alat bukti, Majelis Hakim menyimpulkan sejumlah 

fakta hukum:  

a) Pemohon dan Termohon telah menikah pada 2006 dan memiliki tiga 

anak;  

b) Rumah tangga keduanya telah mengalami disharmoni sejak 2007;  

c) Para pihak berpisah tempat tinggal sejak juli 2023;  

d) Pemohon tidak memberikan nafkah sejak berpisah;  

e) Upaya rukun dari keluarga maupun persidangan tidak berhasil;  

f) Serta pemohon mengakui telah menikah kembali secara sirri dengan 

perempuan lain. 

6. Majelis selanjutnya menilai terpenuhinya tiga unsur alasan perceraian, 

yaitu adanya perselisihan terus-menerus, tidak adanya harapan untuk 

hidup rukun kembali, serta gagalnya upaya damai yang telah dilakukan 

pengadilan. Dengan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung 

bahwa perpisahan tempat tinggal selama 6 bulan dapat disamakan 

dengan pertengkaran terus-menerus, Majelis menyatakan bahwa 

permohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang kuat untuk 

dikabulkan. 

7. Pertimbangan kemudian diperluas pada aspek sosiologis, bahwa 

perkawinan yang tidak lagi memenuhi prinsip sakinah, mawaddah, dan 

rahmah tidak layak dipertahankan karena berpotensi menimbulkan 

mudarat yang lebih besar. Dalil-dalil normatif dari Al-Qur’an surat Al-

Baqarah ayat 227 dan 229, serta Ar-Rum ayat 21 dikutip untuk 
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memperkuat argumentasi bahwa perceraian dapat menjadi jalan keluar 

yang dibenarkan ketika tujuan perkawinan tidak lagi tercapai. 

8. Dalam rekonvensi, Termohon selaku Penggugat Rekonvensi menuntut 

nafkah lampau, nafkah iddah, mut’ah, serta nafkah anak. Majelis menilai 

gugatan rekonvensi sah secara formil karena diajukan bersama jawaban 

dan memenuhi unsur fundamentum petendi serta petitum. Fakta 

rekonvensi menegaskan bahwa anak berada dalam asuhan ibu dan 

Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan 

terbatas. 

9. Majelis mengabulkan sebagian tuntutan rekonvensi, diantaranya nafkah 

iddah sebesar Rp3.000.000 per bulan, mut’ah berupa emas 24 karat 

seberat 2 gram, nafkah lampau sebesar Rp12.000.000, serta nafkah anak 

hingga usia dewasa. Penetapan besaran nafkah didasarkan pada prinsip 

keadilan, kepatutan, kemampuan ekonomi suami, serta ketentuan yang 

diatur dalam KHI, UU Perkawinan, dan berbagai SEMA yang mengatur 

kewajiban pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. 

10. Akhirnya, Majelis menentukan bahwa seluruh nafkah yang dibebankan 

kepada Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) harus dibayarkan 

sebelum pengucapan ikrar talak, sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak 

hukum Termohon dan anak-anaknya. Permohonan cerai talak 

dikabulkan, izin menjatuhkan talak satu raj’i diberikan, dan biaya 
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perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi sesuai ketentuan 

perundang-undangan yang mengatur perkara perkawinan.65 

 

C. Analisis Dasar Hukum, Teori, dan Peran Ex Officio Hakim dalam 

Putusan 

Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam perkara cerai talak 

Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla66 menunjukkan bagaimana hukum positif, 

norma syariah, dan teori hukum modern berpadu untuk menghasilkan 

putusan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berorientasi pada keadilan 

substantif. Dalam konteks hukum keluarga Islam, hakim tidak hanya 

bertugas mengadili secara formal, tetapi juga memastikan bahwa perempuan 

dan anak sebagai pihak rentan memperoleh perlindungan yang memadai 

setelah putusnya perkawinan. Pemilihan dasar hukum oleh Majelis Hakim 

dalam perkara ini menunjukkan pendekatan yang sistematis dimulai dari 

undang-undang sebagai norma dasar, dilanjutkan dengan KHI sebagai 

hukum materiil, dan diperkuat oleh SEMA serta PERMA yang mengatur 

teknis perlindungan perempuan dalam cerai talak. 

Secara normatif, UU Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kerangka umum 

bahwa setelah perceraian, hak dan kewajiban suami terhadap istri tidak serta-

merta hilang. Ketentuan Pasal 41 menegaskan bahwa suami tetap 

berkewajiban memberi biaya pemeliharaan terhadap anak, dan apabila 

mantan istri tidak mampu, suami berkewajiban memberikan biaya 

 
65 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla. 
66 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PA.Kla.  
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kehidupan.67 Ketentuan ini memberikan legitimasi yuridis bagi hakim untuk 

menetapkan nafkah anak dan nafkah istri pasca terjadinya perceraian. 

Sementara itu, KHI Pasal 149 bertindak sebagai instrumen hukum materiil 

yang lebih spesifik dan terarah, yang secara eksplisit memuat kewajiban 

pemberian nafkah mut’ah, nafkah iddah, dan biaya nafkah anak 

(hadhanah).68 Dengan merujuk pada pasal ini, hakim telah menempatkan 

putusan dalam kerangka hukum keluarga Islam yang mengikat dan bersifat 

operasional. 

Lebih lanjut, Majelis Hakim juga merujuk kepada kebijakan peradilan 

melalui SEMA No. 1 Tahun 201769 yang menegaskan bahwa dalam perkara 

cerai talak, hakim wajib memastikan hak-hak perempuan diselesaikan 

terlebih dahulu sebelum suami diizinkan mengucapkan ikrar talak. 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari praktik di mana suami 

mengucapkan talak tanpa memenuhi kewajiban ekonominya, sehingga 

meninggalkan mantan istri tanpa perlindungan. Dalam perkara ini, Majelis 

Hakim melaksanakan SEMA tersebut dengan memerintahkan agar seluruh 

kewajiban nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah lampau harus dibayarkan 

sebelum ikrar talak diucapkan. Implementasi ini bukan hanya penegakan 

norma, tetapi juga merupakan wujud perlindungan gender berbasis kebijakan 

peradilan. 

 
67 Republik Indonesia, “Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2012, 

1–5. 
68 Irmayanti Sidang and Nurfaidah Said, “A L-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam 

Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut 

Perspektif Hukum Islam” 8, no. 2 (2023): 142–60. 
69 RI, “SEMA_01_2017.Pdf.” 
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Dari perspektif teori, penggunaan dasar hukum tersebut selaras dengan 

Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia, terutama dalam konteks hak 

ekonomi, hak atas penghidupan yang layak, dan hak perempuan untuk tidak 

diperlakukan secara diskriminatif. Perceraian seringkali membuat perempuan 

kehilangan sumber penghasilan karena mayoritas perempuan dalam struktur 

sosial patriarkis masih bergantung pada nafkah suami. Ketika suami tidak 

menunaikan kewajiban tersebut selama masa pisah rumah, sebagaimana 

ditemukan dalam fakta persidangan, maka intervensi hakim melalui 

pemberian nafkah lampau menjadi penting sebagai alat pemulihan hak 

ekonomi. Dalam hal ini, hakim bertindak sebagai penjaga HAM dalam ranah 

keluarga. 

Jika dikaitkan dengan Teori Responsif Gender, putusan Majelis Hakim 

menggambarkan keberpihakan metodologis terhadap kebutuhan perempuan. 

Teori ini menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap ketimpangan 

struktural yang dialami perempuan, terutama dalam rumah tangga. Majelis 

Hakim menunjukkan penerapan teori ini ketika mempertimbangkan fakta 

bahwa istri mengasuh tiga anak serta telah mengalami periode tanpa nafkah 

dari suami. Hakim tidak memutus secara kaku berdasarkan kemampuan 

ekonomi suami, tetapi tetap menjaga agar hak-hak perempuan tidak 

terabaikan. Dengan menetapkan nafkah iddah, mut’ah, serta nafkah lampau, 
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hakim berupaya mengurangi kerentanan sosial ekonomi istri, sehingga 

prinsip keadilan gender terakomodasi dalam putusan.70 

Selanjutnya, jika dianalisis dari perspektif teori putusan hakim71, Majelis 

Hakim dalam perkara ini menggunakan beberapa metode penemuan hukum. 

Pertama, metode interpretasi sistematis, yaitu dengan menghubungkan 

ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan 

berbagai SEMA serta PERMA untuk menghasilkan satu konstruksi hukum 

yang komprehensif. Kedua, metode interpretasi teleologis atau sosiologis, di 

mana hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual tetapi 

mempertimbangkan tujuan hukum, yaitu mewujudkan keadilan bagi istri dan 

anak. Ketiga, penggunaan analogi dan asas-asas hukum Islam seperti 

maṣlahah, tanasub alḥuquq, dan adam al ḍarar, terutama dalam penetapan 

nafkah lampau yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami. 

Penerapan teori putusan ini juga memperlihatkan bagaimana peran ex 

officio hakim bekerja sebagai alat pemberian keadilan.72 Dalam konteks 

perkara cerai talak, hakim tidak dapat bersikap pasif sebagaimana perkara 

perdata biasa. Hakim harus aktif menetapkan nafkah anak dan hak-hak 

perempuan meskipun tidak diminta secara rinci oleh pihak istri. Hal ini 

bukan penyimpangan, tetapi justru amanat hukum acara dan etika 

perlindungan perempuan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 

 
70 Anita Marwing et al., “PERLINDUNGAN HAK - HAK PEREMPUAN PASCA 

PERCERAIAN ( STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALOPO )” 1, 

no. 1 (2016): 45–63. 
71 Siti Hajrah, “Ratio Decidendi Hakim Dalam Penetapan Nafkah Iddah Terhadap Istri 

Yang Nusyuz Perspektif Dhariah” 4, no. 2 (2025). 
72 Studi Putusan et al., “Jurnal Al-Fawa ’ Id : Jurnal Agama Dan Bahasa Analisis Ex 

Officio Dan Perlindungan Hukum Di Pengadilan Agama” 15, no. 1 (2025): 210–27. 
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2016. Majelis Hakim menyadari bahwa perempuan seringkali tidak memiliki 

kemampuan pembuktian yang kuat mengenai kebutuhan anak atau nilai 

nafkah lampau, sehingga kewenangan ex officio digunakan sebagai jembatan 

untuk melindungi hak-hak mereka. 

Dengan demikian, analisis lanjutan ini menunjukkan bahwa dasar hukum 

yang digunakan Majelis Hakim tidak berdiri sendiri, melainkan saling 

melengkapi dengan teori-teori hukum modern dan kewenangan yudisial 

dalam memberikan perlindungan efektif bagi perempuan dan anak. Putusan 

ini dapat dikategorikan sebagai putusan yang responsif, progresif, dan 

humanistik yakni putusan yang tidak hanya memenuhi legalitas formal tetapi 

juga memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan kehidupan nyata para pihak. 

Model penalaran hukum seperti ini penting untuk terus dikembangkan dalam 

peradilan agama agar mampu menjawab tantangan relasi gender dan 

dinamika keluarga dalam masyarakat kontemporer. 

  



 

65 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda dalam Putusan Nomor 

875/Pdt.G/2024/PA.Kla telah mendasarkan putusannya pada landasan 

yuridis yang kuat dan komprehensif dalam memenuhi hak-hak istri pasca 

perceraian. Dasar hukum yang digunakan tidak hanya bersumber dari 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam, khususnya Pasal 149 KHI, tetapi juga diperkuat dengan 

penerapan kewenangan ex officio hakim serta prinsip perlindungan hak asasi 

manusia dan keadilan gender. Hakim secara aktif mengabulkan tuntutan 

nafkah iddah, mut’ah, nafkah madhiyah, dan nafkah anak dengan 

mempertimbangkan fakta persidangan, lamanya perkawinan, kondisi istri 

dan anak, serta tanggung jawab suami, sehingga putusan tersebut 

mencerminkan upaya penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan 

substantif. 

Pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan adanya penerapan 

pendekatan responsif gender dan perlindungan terhadap perempuan sebagai 

pihak yang rentan pasca perceraian. Majelis Hakim tidak terjebak pada 

pertimbangan formalistik semata, seperti alasan keterbatasan ekonomi 

suami, melainkan menitikberatkan pada prinsip kemaslahatan, 

keseimbangan hak dan kewajiban (tanasub al-huquq), serta pencegahan 

kemudaratan (adam al-dharar). Dengan demikian, putusan ini tidak hanya 
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memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan fungsi Pengadilan 

Agama sebagai lembaga yang menjamin perlindungan hak-hak istri dan 

anak pasca perceraian serta menjadi preseden positif dalam penegakan 

keadilan bagi perempuan dalam perkara perceraian. 

B. Saran 

Hakim diharapkan terus mengoptimalkan kewenangan ex officio dan 

menerapkan perspektif keadilan gender dalam perkara perceraian, 

khususnya cerai talak, guna menjamin terpenuhinya hak-hak istri dan anak 

pasca perceraian secara adil dan proporsional. 

Diperlukan peningkatan kesadaran hukum serta kajian lanjutan mengenai 

pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian agar perlindungan terhadap 

perempuan dalam praktik peradilan agama semakin efektif dan berkeadilan. 
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